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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT, atas Rahmat, Taufiq dan 
Hidayah-Nya, Pengadilan Militer III-19 Jayapura dapat menyelesaikan 
pembuatan dokumen Rencana Strategis, yang disebut Renstra 
Pengadilan Militer III-19 Jayapura 2020-2024. Renstra ini menguraikan 
tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran 
dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun 
waktu 5 (lima) Tahun dari Tahun 2020 – 2024.  

 
Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi 

dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan 
Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI dan 
Jajaran Peradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang 
dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 
5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu 
dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun serta 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya 
disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Militer        
III-19 Jayapura.  

 
Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan 

transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Militer           
III-19 Jayapura dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta 
tersediannya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun      
2020-2024 yang lebih akuntabel. Pengadilan Militer III-19 Jayapura adalah 
pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Provinsi 
Papua dan Papua Barat. Renstra ini telah diupayakan penyusunannya 
secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, 
maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan 
disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kebijakan pimpinan 
Pengadilan Militer III-19 Jayapura, Semoga Renstra ini benar-benar 
bermanfaat dalam mendukung Visi Pengadilan Militer III-19 Jayapura yaitu 
Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung di Pengadilan Militer III-19 
Jayapura.  

 
Jayapura, 06 Januari 2020 

Kadilmil III-19 Jayapura 
 
 
 
 

Sugiarto, SH. 
Kolonel Chk NRP 548431 
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1.1. KONDISI UMUM 

 
Birokrasi pemerintah merupakan salah satu elemen penting dalam 

upaya mencapai tujuan nasional, baik yang secara fundamental telah 
dinyatakan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 maupun yang 
secara instrumental dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. 
Birokrasi pemerintah menjalankan peran regulasi, stabilisasi, dan distribusi 
kekayaan negara.  

 
Dalam menjalankan peran tersebut, birokrasi di Indonesia 

menghadapi persoalan yang berasal dari lingkungan eksternal maupun 
internal. Masih buruknya kualitas pelayanan publik, rendahnya kapasitas 
aparatur, dan lemahnya akuntabilitas dan pengawasan menjadi persoalan 
utama yang dihadapi birokrasi. Untuk mengatasi hal tersebut, sejumlah 
upaya telah dilakukan sejak tahun 2004, yang kemudian dikenal dengan 
istilah reformasi birokrasi.  

 
Reformasi birokrasi secara teoritis adalah upaya yang dilakukan 

secara sengaja dalam mentransformasi administrasi pemerintahan 
sekaligus mengatasi resistensi atas transformasi tersebut (Leemans: 
1976). Dalam praktiknya, terutama di Indonesia, reformasi birokrasi 
melibatkan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola 
pemerintahan. Dikatakan sebagai perubahan besar, karena berkaitan 
dengan ribuan proses tumpang tindih antar fungsi pemerintahan, 
melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. 

 
 Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar 

bagi peran Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam menjalankan tugas 
dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan 
Keuangan. Pengadilan Militer III-19 Jayapura merupakan salah satu 
Peradilan Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung Republik 
Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 
Pengadilan Militer III-19 Jayapura sebagai kawal depan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus 
pada tingkat pertama perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan 
Bersenjata pada tingkat pertama.  

 
Refomasi Birokrasi yang telah berlangsung selama ini dan Target 

Capaian dari Road Map dan Blue Print 2010-2035, dimana ditargetkan 
pada tahun 2019 setiap organisasi yang ada dibawah Mahkamah Agung 

BAB I – PENDAHULUAN 
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RI, harus merupakan satu organisasi yang mapan satu organisasi yang 
berbasis kinerja dan pengetahuan. Pengembangan organisasi MA dan 
badan-badan peradilan di bawahnya mengarah pada dua desain 
organisasi, yaitu:  
1.  Organisasi berbasis kinerja (performance-based organization) yang 

ditargetkan bisa tercapai dan mapan pada tahun 2019.  
2.  Oganisasi berbasis pengetahuan (knowledge-based organization) 

yang ditargetkan bisa tercapai dan mapan pada tahun 2035  
 
Pengembangan dua desain organisasi tersebut, dapat dianggap 

sebagai dua fase perkembangan organisasi. Keduanya memberikan 
gambaran terjadinya dua kali perubahan struktur organisasi sebagai 
konsekuensi logis terhadap desainnya.  

 
Pembaruan organisasi Badan Peradilan ke depan diharapkan 

menuju :  
1. Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization). 

Organisasi berbasis kinerja adalah sebuah inisiatif untuk mendorong 
organisasi Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan di 
bawahnya menjadi lebih efektif dan efisien.  

2. Organisasi Berbasis Pengetahuan (Knowledge Based Organization). 
Perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, di satu sisi 
sangat membantu manusia, namun di sisi lain juga memunculkan 
jenis-jenis atau modus-modus pelanggaran atau kejahatan baru yang 
kemudian menjadi perkara-perkara jenis baru bagi pengadilan.  

3.  Sistem Pengelolaan Organisasi  
Mengingat struktur dan demografi keberadaan pengadilan yang ada, 
mulai di wilayah pusat pemerintahan, provinsi, kabupaten dan kota, 
maka sistem pengelolaan organisasi terdesentralisasi adalah sistem 
yang paling tepat digunakan. Sistem ini mendelegasikan sebagian 
besar wewenang pengambilan keputusannya kepada tingkatan 
manajemen di bawah manajemen puncak. Dengan mengadopsi 
sistem ini, maka seluruh Pengadilan Tingkat Pertama akan di bawah 
pengelolaan Pengadilan Tingkat Banding. Oleh karena itu, Pengadilan 
Tingkat Banding haruslah diperkuat kapasitas dan kapabilitasnya 
untuk memastikan percepatan penyelesaian perkara dan peningkatan 
kualitas putusan. Oleh karena itu  Pengadilan Tingkat Banding 
diperkuat oleh kepastian percepatan penyelesaian perkara dan 
peningkatan kualitas putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama. 

 
Pengadilan Militer III-19 Jayapura, menyusun Renstra  2010-2014 

dan Renstra 2015-2019, yang selanjutnya dilanjutkan dengan penyusunan 
Renstra 2020-2024 dengan memperhatikan pelaksanaan Program dan 
Kegiatan Pengadilan Militer III-19 Jayapura, yang berdampak pada 
penyelesaian perkara di Lingkungan Pengadilan Militer III-19 Jayapura, 
serta kondisi-kondisi lain yang dapat dijadikan sebagai bahan 
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pertimbangan dalam penyusunan Program dan Kegiatan tahun 2020-2024 
termasuk kebutuhan anggarannya.  

 
Titik tolak penyusunan Renstra (Program dan Kegiatan untuk 

jangka waktu periode 5 tahun) di Pengadilan Militer III-19 Jayapura 
didasarkan pada Reviu Indikator Kinerja Utama, Laporan Keadaan 
Perkara dilingkungan Pengadilan Militer III-19 Jayapura, Laporan Keadaan 
Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan Militer III-19 Jayapura 
dan merupakan turunan penjabaran dari Renstra Mahkamah Agung RI. 
Hal ini dijadikan dasar penyusunan Reviu Rencana Strategis Pengadilan        
2020-2024 karena sesuai dengan Blue Print Mahkamah Agung tahun 
2010-2035, dinyatakan bahwa Anggaran yang diajukan untuk Setiap 
Program dan Kegiatan yang ada di Mahkamah Agung RI maupun Satuan 
Kerja dibawahnya harus berdasarkan Anggaran yang berbasis Kinerja.  

 
Selain Program dan Kegiatan yang berbasis Kinerja Laporan 

Keadaan Perkara dan Keadaan Sumber Daya Manusia ,juga ada 
Keterkaitan lain yang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi adalah 
pemenuhan sarana dan prasarana sebagai pendukung Kinerja Organisasi. 

 
Perencanaan strategi merupakan suatu proses yang berorientasi 

pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 
5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan 
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada 
lingkungan Pengadilan Militer III-19 Jayapura. Rencana Strategis ini 
dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana 
tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang 
memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, 
ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan 
lingkungan Pengadilan Militer III-19 Jayapura, baik lingkungan internal 
maupun external sebagai variabel strategis.  

 
1.1.1 Pencapaian Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. 

 
Prioritas nasional yang terkait dengan Mahkamah Agung dan 

Badan Peradilan dibawahnya adalah pelaksanaan tata kelola 
pemerintahan yang baik (good governance). Wujud dari tata kelola 
pemerintahan yang baik antara lain adalah penurunan tingkat korupsi, 
perbaikan pelayanan publik, dan peningkatan akuntablitas pemerintah.  

 
Secara umum capaian indikator kinerja tata kelola pemerintahan 

yang baik menunjukkan adanya perkembangan meskipun masih terdapat 
beberapa indikator yang belum mencapai target-target RPJMN. 

 
Dalam rangka penguatan upaya pemberantasan korupsi, 

Mahkamah Agung bekerja sama dengan KPK telah melakukan koordinasi 
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dan supervisi pencegahan korupsi, serta koordinasi dan supervisi 
penindakan korupsi berupa peningkatan kapasitas Aparat Penegak 
Hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. 

 
Untuk mewujudkan iklim kepemerintahan yang baik dan bersih, 

diperlukan antara lain kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 
pengawasan yang memadai dan kompeten. Pengawasan Internal pada 
Tingkat Pertama dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang diantaranya 
Hakim Pengawas Bidang Manajemen Pengadilan, Hakim Pengawas 
Bidang Administrasi Perkara, Hakim Pengawas Bidang Administrasi 
Persidangan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Hakim Pengawas 
Bidang Kinerja Pelayanan Publik dan Hakim Pengawas Bidang 
Administrasi Umum, selain oleh Hakim Pengawas Bidang juga 
dilaksanakan oleh Tingkat Banding dan Mahkamah Agung setiap tahun.  

 
Aspek kepercayaan publik menjadi salah satu indikator penting bagi 

eksistensi lembaga publik, termasuk Mahkamah Agung dan Badan 
Peradilan dibawahnya. Kepercapaan publik selalu berkorelasi positif 
dengan profesionalitas dan integritas aparatur peradilan. Tahun-tahun 
terakhir ini bisa dikatakan sebagai tahun pengembalian kepercayaan 
publik bagi Mahkamah Agung, karena pada tahun ini regulasi dan 
kebijakan Mahkamah Agung difokuskan pada upaya mengembalikan 
kepercayaan publik.  

 
Berikut disampaikan capaian Pengadilan Militer III-19 Jayapura 

selama beberapa tahun terakhir ini :  
 

1. Indikator Kinerja Utama. 

a. Dalam tahun 2019 Pengadilan Militer III-19 Jayapura masih 

memiliki perkara sisa dari tahun Tahun 2018 sejumlah 36 Perkara 

(Pidana Kejahatan), kemudian menerima perkara masuk sejumlah 

277 perkara (241 Perkara Pidana Kejahatan dan 36 Perkara 

Pelanggaran), sehingga jumlah beban perkara selama tahun 2019 

sebesar 313 perkara. Sisa Perkara tahun 2018 tersebut 

diselesaikan seluruhnya pada tahun 2019, sehingga dalam Tahun 

2019 ini Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah merealisasikan 

sebanyak 100% dari target yang telah ditetapkan. 

 

Tabel 1.1 

Sisa Perkara Pidana Pengadilan Militer III-19 Jayapura  

Yang Diselesaikan Pada Tahun Berjalan  

Tahun 2019 
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Jenis Perkara Tahun 2019 

Sisa Perkara 
Tahun 

Sebelumnya 

Sisa Perkara Yang 
Diselesaikan Pada 

Tahun 2019 

1. Sisa perkara pidana 
kejahatan yang 
diselesaikan : 
a) Pidana umum 
b) Pidana militer  

Total Perkara Pidana 
Kejahatan 
 

 
 
 

  4 
32 
36 
  

 
 
 

  4 
32 
36 
   

 
b. Untuk Perkara Pelanggaran tidak memiliki perkara sisa 

dikarenakan perkara pelanggaran proses penyelesaiannya 

hanyalah singkat.   

c. Dari jumlah 277 perkara pidana kejahatan tersebut (sisa ditambah 

masuk), Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah menyelesaiakan 

sejumlah 274 perkara (270 perkara putus, 4 perkara 

dilimphakan/dikembalikan), sehingga sisa perkara pidana 

kejahatan tahun 2019 sejumlah 3 perkara, sehingga capaian 

organisasi sebesar  

 

Tabel 1.2 

Perkara Pengadilan Militer III-19 Jayapura  

Yang Diselesaikan tepat waktu Pada Tahun 2019 

Jenis Perkara Tahun 2019 

Sisa 
Awal 

Tahun 
2019 

Masuk 
Tahun 
2019 

Perkara yang diselesaikan pada Tahun 
Berjalan  

(Tahun 2019) 

Putus 
(Termasuk 

NO) 

Kembali/
Limpah 

Total 
Penyelesaian 

Perkara Pidana 
Kejahatan yang 
diselesakan tepat 
waktu :  
1) Pidana Umum 
2) Pidana Militer 
Total 

 
 
 
 

4 
32 
36 

 
  

      
 

    76 
     165 

  241 

 
   
 
 

  77 
193 
270 

 
 
 
 
3 
1 
4 

 
 
 
 

  80 
194 
274 

 
d. Untuk Perkara Pelanggaran tahun 2019 sejumlah 36 perkara dan 

langsung diselesaikan, sehingga capaian penyelesaian perkara 

pelanggaran sebesar 100%, hal ini karena proses penyelesaian 

perkara pelanggaran adalah singkat.  
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Tabel 1.3 

Perkara Pelanggaran Pengadilan Militer III-19 Jayapura  

Tahun 2019 dibanding Tahun Sebelumnya 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

e. Dari jumlah 270 perkara pidana kejahatan yang diputus terdapat 

11 perkara yang mengajukan upaya hukum banding, sehingga 

jumlah yang tidak mengajukan upaya hukum banding sejumlah 

259 perkara, berdasarkan perbandingan tersebut, maka capaian 

kinerja organisasi sebesar 95,92%, hal ini dapat dikatakan bahwa 

Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura dikategorikan sangat 

baik, karena jumlah yang mengajukan upaya hukum banding tidak 

banyak. 

 

Tabel 1.4 

Perkara Upaya Hukum Banding 

Pengadilan Militer III-19 Jayapura Tahun 2019 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
f. Dari sejumlah 270 perkara pidana kejahatan yang diputus terdapat 

4 perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi, sehingga 

jumlah yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sejumlah        

266 perkara, berdasarkan perbandingan tersebut, maka capaian 

kinerja organisasi sebesar 98,52%, hal ini dapat dikatakan bahwa 

Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura dikategorikan sangat 

baik, karena jumlah yang mengajukan upaya hukum kasasi tidak 

banyak. 

 

Jenis 

Perkara 

Perkara Pelanggaran Tahun 

2019 

Beban 

Perkara 

Pelanggaran 

Tahun 2019 

Diselesaikan 

Tahun 2019 

Pelanggaran 36 36 

Uraian Upaya Hukum Banding Dari 

Putusan Dalam Tahun 

Berjalan  

(Tahun 2019) 

Tidak Upaya Hukum 

Banding Dari Putusan 

Tahun Berjalan 

(Tahun 2019) 

Banding 11 Perkara dari jumlah 

Putusan 270 Perkara. 
259 
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Tabel 1.5 

Perkara Upaya Hukum Kasasi 

Pengadilan Militer III-19 Jayapura Tahun 2019 
 

 

 

 

 

 

 
 

g. Dari 270 perkara pidana kejahatan yang diputus tidak terdapat 

perkara yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, 

sehingga jumlah yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan 

kembali sejumlah 270 perkara, berdasarkan perbandingan 

tersebut, maka capaian kinerja organisasi sebesar 100%, hal ini 

dapat dikatakan bahwa Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura 

dikategorikan sangat baik, karena jumlah yang mengajukan upaya 

hukum peninjauan kembali tidak ada. 

 

Tabel 1.6 

Perkara Upaya Hukum Peninjauan Kembali 

Pengadilan Militer III-19 Jayapura Tahun 2019 
 

 

 

 

 

 

 
 

Jumlah sisa perkara Pengadilan Militer III-19 Jayapura tahun 

2019 sejumlah 3 perkara, jumlah ini menurun sekitar 95,81% hal ini 

dikarenakan adanya tekad Pimpinan dalam proses percepatan 

penyelesaian perkara dan kerja keras aparat peradilan dalam 

mempercepat proses penyelesaian perkara. Jumlah perkara yang 

diterima Pengadilan Militer III-19 Jayapura meningkat menjadi 277 

perkara tahun 2019 meningkat sebanyak 6,86%, dimana pada tahun 

2018 hanya menerima sejumlah 258 perkara. Jumlah perkara yang 

diselesaikan Pengadilan Militer III-19 Jayapura tahun 2019 sebesar 

Uraian Upaya Hukum Kasasi Dari 

Putusan Dalam Tahun 

Berjalan  

(Tahun 2019) 

Tidak Upaya Hukum 

Kasasi Dari Putusan 

Tahun Berjalan 

(Tahun 2019) 

Kasasi 4 Perkara dari jumlah 

Putusan 270 Perkara. 

266 

Uraian Upaya Hukum Peninjauan 

Kembali Dari Putusan  

Tahun 2019 

Tidak Upaya Hukum  

Peninjauan Kembali Dari 

Putusan Tahun Berjalan 

(Tahun 2019) 

Peninjauan 

Kembali 

Nihil dari jumlah Putusan 270 

Perkara. 
270 
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310 perkara meningkat 0,6% jika dibandingkan tahun 2018 dimana 

pada tahun 2018 menyelesaikan sejumlah 297 perkara.  

Secara grafik dapat dilihat perbandingan perkembangan perkara 
pada tahun 2019 dan tahun 2018 sebagai berikut : 

 
Gambar 1.1 Grafik Perbandingan perkembangan perkara  

pada tahun 2019 dan tahun 2018 
 

 
 

a. Transparansi Informasi. 

1) Dalam hal transparansi Informasi, Pengadilan Militer III-19 

Jayapura sudah mengupload Putusan yang dapat diakses oleh 

Publik, melalui situs url : http://sipp.dilmil-jayapura.go.id yang 

terhubung langsung ke  Direktori Putusan Mahkamah Agung 

dengan situs url : https://putusan.mahkamahagung.go.id,  

2) Demikian juga dalam hal sejauh mana proses perkara yang 

ditangani dapat diketahui langsung dengan situs SIPP. 

3) Dengan adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), 

publik juga dapat melihat jadwal sidangnya.  

4) Penerapan Applikasi Etamil adalah untuk mempermudah 

pengisian Buku Tamu Online, sehingga dapat dihitung secara 

cepat seberapa banyak tamu yang dating mengunjungi 

Pengadilan Militer III-19 Jayapura.  

5) Dan tamu-tamu ini pun dapat langsung mengisi Survey 

Kepuasan yang langsung terhubung pada appliklasi SIRATMIL, 

dan hasil survey ini dapat secara langsung dihitung IKMnya, 

sehingga mempermudah Laporan Hasil Survey.  
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Perkara

Perkara
Putus

Perkara
Limpah/K

embali

Perkara
Selesai
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Tahun 2018 75 258 333 297 0 297 36

Tahun 2019 36 277 313 306 4 310 3

0
50

100
150
200
250
300
350

Kondisi Perbandingan Perkara  
Dilmil III-19 Jayapura  

Kurun Waktu Tahun 2018-2019 

http://sipp.dilmil-jayapura.go.id/
https://putusan.mahkamahagung.go.id/
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Berikut beberapa screenshoot applikasi SIPP dan SIRATMIL :  
Gambar 1.2 Penerapan Applikasi SIPP 

 

 
 

Gambar 1.3 Penerapan Applikasi SIRATMIL 
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Gambar 1.4 Penerapan Applikasi ETAMIL 
 

 
 
2. Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dan Sertifikasi International 

Organization for Standarization (ISO) :  
 

Peningkatan aksesibiltas masyarakat tehadap peradilan 
dimaksudkan untuk menggambarkan dan menilai kinerja Pengadilan 
Militer III-19 Jayapura dalam mendukung kemudahan akses bagi 
masyarakat untuk memperoleh informasi dan keadilan. Salah satu 
upaya mendukung reformasi birokrasi adalah dengan meningkatkan 
pelayanan publik yang prima, salah satunya yaitu melalui keterbukaan 
informasi.  

 
Dengan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

RI Nomor 144/KMA/VIII/2007 tanggal 28 Agustus tentang 
Keterbukaan Informasi Di Pengadilan, serta Surat Keputusan Ketua 
Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/I/2011 tanggal 5 Januari 
2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, 
Mahkamah Agung secara nyata telah bertekad untuk memberikan 
kemudahan akses informasi bagi masyarakat, baik di lembaga 
Mahkamah Agung sendiri maupun di 4 (empat) lingkungan peradilan 
di bawahnya.  
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Dan atas upaya untuk terus membenahi tata kelola di bidang 
adminisasi umum, perkara, kepegawaian dan keuangan serta 
meningkatkan pelayanan pulik, maka pada bulan Juni tahun 2017 
Pengadilan Militer III-19 Jayapura berhasil mendapatkan sertifikat ISO 
9001:2015, dimana dengan perolehan sertifikat ini dapat dinyatakan 
bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah 
memenuhi standar manajemen mutu yang berlaku secara 
internasional. 

 
Dan Pengadilan Militer III-19 Jayapura juga telah melaksanakan 

proses Assesment Akreditasi Penjaminan Mutu dalam rangka menuju 
Reformasi Birokrasi yang Bersih, Akuntable dan Transparan. Adapun 
Area Pemeriksaan meliputi 7 Area yaitu : 
1.  Kepemimpinan. 
2.  Pola Bindalmin dan SOP Penyelesaian Perkara. 
3.  Sarana dan Prasarana. 
4.  E-Judiciary. 
5.  Layanan Pengadilan. 
6.  Kepegawaian dan Tata Laksana. 
7.  Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan. 

 
Kegiatan pemeriksaan berlangsung selama 3 hari yaitu dari 

tanggal 4 sampai dengan 6 April 2019, yang diawali dari Pembukaan 
tanggal 4 April 2019 dan  diakhiri dengan Penutupan tanggal 6 April 
2019, dengan Pembacaan Nilai Akreditasi “ B “.  

 
Adapun dengan pencapaian Nilai “B” ini harus terus ditingkatkan 

kedepan dalam rangka menyongsong Surveillance untuk menuju ke 
Reformasi Birokrasi yang Bersih, Akuntable dan Transparan. 
Tentunya menjadi amanah untuk meningkatkan Kinerja Pengadilan ke 
depannya sesuai dengan Motto “SETIA” (Semangat, Energik, 
Tanggap, Integritas dan Adil). 

 
Pengadilan Militer dalam melaksanakan tugasnya juga 

menerapkan Budaya Kerja sebagai berikut :  
1. Ikhlas. 
 Cepat melayani mitra yang dating, menjawab salam, ucapan 

terimakasih, selalu tersenyum bila bertemu dengan mitra, tidak 
pernah mengeluh, melayani tampa meminta imbalan.  

2. Bersih Jiwa. 
 Menjalankan ibadah tepat waktu, berpenampilan rapih dan bersih, 

dapat menerima kritik, selalu meminta maaf bila melakukan 
kesalahan, ucapan sesuai dengan tindakan. 

3. Disiplin. 
 Datang pulang tepat waktu, menggunakan pakaian dinas lengkap 

dengan atributnya, tidak membuang sampah sembarangan, waktu 
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istirahat tidak menerima tamu dinas, mengerjakan tugas tepat 
waktu. 

4. Transparan. 
Menyampaikan hasil pekerjaan kepada yang berhak, membuat 
laporan ap adanya sesuai data, menyampaikan ide pada rapat 
pertemuan, menyelesaikan masalah bersama-sama tim, 
memberikan informasi yang jelas dan benar.  

5. Konsisten. 
Ucapan selalu sesuai dengan tindakan, selalu mengerjakan 
pekerjaan dengan tepat waktu, selalu bekerja sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku, harus menetapkan target 
kerja dan dapat mencapainya, tidak mengeluh dalam bekerja. 

6. Dan Profesionalisme. 
Selalu berusaha meningkatkan kemampuan diri, mempunyai 
inovasi, mempunyai keahlian dibidang tugas, mempunyai 
wawasan ke depan, tidak mencampurkan urusan pribadi dan 
kerjaan.  

 
Gambar 1.5 

Sertifikat ISO 9001:2015 
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Gambar 1.6 
Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu 

 

 
 

3. Pengawasan dan Pembinaan. 
 

Dalam hal Pengawasan dan Pembinaan, Mahkamah Agung 
menerbitkan beberapa instrumen penting dibidang Pengawasan dan 
Penegakan Disiplin. Instrumen tersebut antara lain Peraturan 
Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan 
Disiplin Kinerja Hakim, PERMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung, dan PERMA Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan atau 
Wishleblowing System. Yang kemudian juga ditindak lanjuti oleh 
Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura dengan melakukan 
Sosialisasi PERMA tersebut dan menghimbau semua personil 
Pengadilan Militer III-19 Jayapura untuk mentaati aturan tersebut.  
 

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan, pada 
tanggal 29 September 2016, Mahkamah Agung meluncurkan applikasi 
informasi pengawasan berbasis online yang diberi nama SIWAS MARI 
(Sistem Pengawasan Mahkamah Agung RI) dan ditindaklanjuti oleh 
Pengadilan Militer III-19 Jayapura secara kontinyu dengan 
menampilkan SIWAS MARI dalam website kantor dan juga             
membuat email pengaduan dengan alamat email : pengaduan.v1.                      
dilmil-jayapura.go.id, serta penerapan Applikasi SIRATMIL untuk 
proses pendaftaran pengaduan.  
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Dengan applikasi SIWAS MARI dan email pengaduan ini, 

masyarakat akan lebih mudah dalam menyampaikan pengaduan dan 
memantau proses penanganan pengaduan melalui handphone, tablet 
dan laptop.  

 
4. Kesekretariatan. 

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang 
meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan 
pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan              
prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.  

 
Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura 

diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari 
Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dibantu oleh Pejabat 
Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara 
Pengeluaran dan 3 (tiga) orang Staf Pengelola Keuangan.  

 
Penganggaran tahunan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura 

didasarkan pada anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 yang dituangkan 
dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada Tahun 
Anggaran 2019, Pengadilan Militer III-19 Jayapura memiliki 2 (dua) 
DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu :  
1. DIPA I dari Mahkamah Agung RI Nomor : SP DIPA-

005.01.2.663381/2019 Tanggal 05 Desember 2018 sebesar            
6.843.935.000,-,- (Enam Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga 
Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) 

2.  DIPA II dari Ditjen Badilmiltun Nomor : SP DIPA-
005.05.2.663382/2019 Tanggal 05 Desember 2018  sebesar                     
Rp. 182.200.000,- (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus 
Ribu Rupiah).  

 
DIPA 01 dari BUA memiliki Nomor DIPA-005.01.2.663381/2019 

Tanggal 05 Desember 2018. Sepanjang tahun 2019, DIPA 01 ini 
mengalami 5 (tiga) kali revisi, yaitu : 
1. Revisi pertama yaitu untuk revisi Belanja Pegawai dan Belanja 

Operasional, pada Bulan Mei. 

2. Revisi kedua yaitu untuk revisi Belanja Operaasional pada Bulan 
September. 

3. Revisi ketiga yaitu untuk merevisi Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja 
Pegawai pada Bulan November. 

4. Revisi ketiga yaitu untuk merevisi Belanja Modal Peralatan Mesin pada 
Bulan November. 

5. Revisi ketiga yaitu untuk merevisi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 
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pada Bulan November. 

 
Terdapat 3 (tiga) jenis belanja dalam DIPA yaitu belanja 

pegawai, belanja barang dan belanja modal. Dalam DIPA 01 terdapat 
ketiga jenis belanja dimaksud, sedang dalam DIPA 05 hanya terdapat 
belanja barang saja.  

 
Belanja pegawai meliputi belanja pegawai yang mengikat, yaitu 

belanja yang dibutuhkan secara terus menerus selama 1 (satu) tahun 
dan belanja tidak mengikat, yaitu belanja yang dikeluarkan secara 
insidentil, yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, 
honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja 
modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.  

 
Belanja Barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan 

jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu Tahun Anggaran 
termasuk di dalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan 
penilaian Belanja Barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang 
telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum 
ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of 
Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja. Belanja Barang 
meliputi Belanja Barang mengikat maupun Belanja Barang tidak 
mengikat. 

Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 
menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, 
peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung 
tupoksi.  

 
Pelaksanaan program-program di dalam DIPA selanjutnya 

diuraikan ke dalam beberapa kegiatan atau output yang merupakan 
satu kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Militer III-19 
Jayapura, diantaranya yaitu sebagaimana diuraikan tabel berikut : 

 
Tabel 1.7 

Program, Kegiatan dan Output dalam DIPA 
 

JENIS PROGRAM  OUTPUT / KEGIATAN  INDIKATOR  SATUAN  

Program Dukungan 
Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya 
Mahkamah Agung 
(005.01.01)  

Pembinaan Administrasi 
dan Pengelolaan 
Keuangan Badan 
Urusan Administrasi  

a. Input : Dana  
b. Output : Layanan 
Perkantoran  
c. Outcome : Tersedianya 
Dukungan Manajemen dan 
Tugas Teknis Dalam 
Penyelenggaraan Fungsi 
Peradilan  

Rp  
Layanan  
%  

Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
di lingkungan 
Mahkamah Agung 
(005.01.02)  

PengadaanSarana dan 
Prasarana di lingkungan 
Mahkamah Agung  

a. Input : Dana  
b. Output : Sarana dan 
Prasarana  
c. Outcome : Tersedianya 
Sarana dan Prasarana  

Rp  
Unit  
%  
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Program Peningkatan 
Manajemen Peradilan 
Militer dan TUN 
(005.05.09)  

Peningkatan 
Manajemen Peradilan 
Militer  

a. Input : Dana  
b.Output : Biaya ATK 
perkara dan pengiriman 
berkas  
c.Outcome : Tersedianya 
biaya operasional 
persidangan  

Rp  
Perkara  
%  

 
1.  Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 

Teknis lainnya Mahkamah Agung. 
 
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya Mahkamah Agung adalah program dukungan manajemen 
dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi pengadilan. 
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur peradilan 
yang berada di lingkungan Mahkamah Agung.  

 
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya sejumlah Rp. 5.991.335.000,- (Lima Miliar Sembilan Ratus 
Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), 
terdiri dari Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan sejumlah           
Rp. 59.800.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu 
Rupiah), dan Layanan Perkantoran sejumlah Rp. 5.931.535.000,- 
(Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga 
Puluh Lima Ribu Rupiah). 

 
Dari jumlah Pagu Rp. 5.991.335.000,- (Lima Miliar Sembilan 

Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu 
Rupiah) untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 
Tugas Teknis Lainnya terjadi beberapa kali revisi pagu DIPA yang 
pada akhirnya menjadi Rp. 3.311.827.000,- (tiga miliar tiga ratus 
sebelas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), terserap 
Anggaran sejumlah Rp. 3 228 092 770,- (tiga miliar dua ratus dua 
puluh delapan juta delapan Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh 
puluh rupiah), yang dalam prosentase terserap sejumlah 97,47%. Sisa 
Anggaran untuk program ini sejumlah Rp. 83.734.230,- (delapan puluh 
tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh Rupiah).   

 
Tabel 1.8 

Perbandingan Realisasi Anggaran pada Tahun 2019 dengan Tahun 
sebelumnya untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 

Tugas Teknis Lainnya 
 

Uraian Pagu 
Tahun 2019 

Realisasi & 
capaian 
Tahun 2019 

Pagu 
Tahun 
2018 

Realisasi & 
capaian 
Tahun 2018 

Pagu 
Tahun 2017 

Realisasi & 
capaian 
Tahun 2017 

Program 
Dukungan 

Rp. 
3.311.827. 

Rp.  
3.228.092. 

Rp. 
5.984.086. 

Rp. 
3.686.968.4

Rp. 
3.508.398. 

Rp. 
2.921.364. 
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Manajemen dan 
Pelaksanaan 
Tugas Teknis 
lainnya 
Mahkamah 
Agung. 
 

000 770 
 
Capaian 
97,47% 

000 02,-  
 
Capaian 
61,61% 

000 384 
 
Capaian 
83,27% 

 
Terlihat bahwa capaian anggaran untuk Program Dukungan 

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah 
Agung Tahun 2019 sebesar 97,94% meningkat dibanding tahun-tahun 
sebelumnya, hal ini tentunya dikarenakan rencana penarikan dana 
yang telah disusun dengan baik sesuai kebutuhan dalam satu tahun 
anggaran dan pelaksanaan belanja yang telah sesuai dengan rencana 
pembelanjaan dan program kerja, secara grafik dapat dilihat sebagai 
berikut :  

 
Gambar 1.7 

Grafik Perbandingan Realisasi Anggaran pada Tahun 2019 dengan Tahun 
sebelumnya untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 

tugas Teknis Lainnya 
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2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
Mahkamah Agung. 

 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Mahkamah Agung adalah Program yang menunjang peningkatan 
kinerja aparatur Mahkamah Agung dalam rangka memenuhi 
kebutuhan sarana dan prasana Pengadilan Militer III-19 Jayapura.  

 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Mahkamah Agung sejumlah Rp. 852.600.000,- (Delapan Ratus Lima 
Puluh Dua Juta Enam Ratus Rbu Rupiah) yang terdiri dari Pengadaan 
Sarana Pendukung SIPP/Alat Pengolah Data sejumlah Rp. 
13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah), dan Pengadaan Belanja 
Gedung dan Bangunan sejumlah Rp. 839.600.000,- (Delapan Ratus 
Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). 

 
Dari jumlah Pagu Rp. 839.600.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh 

Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), di revisi menjadi                               
Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah). Untuk Program 
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 
terserap Anggaran sejumlah Rp. 139.703.500,- (Seratus Tiga Puluh 
Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) yang dalam 
prosentase terserap sejumlah 99,79%, atau masuk dalam kategori 
Sangat Baik dalam hal penyerapan anggaran. 

 
Tabel 1.9 

Perbandingan Realisasi Anggaran pada Tahun 2019 dengan tahun 
sebelumnya untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

 

Uraian Pagu Tahun 
2019 

Realisasi 
& 
capaian 
Tahun 
2019 

Pagu 
Tahun 2018 

Realisasi 
& capaian 
Tahun 
2018 

Pagu 
Tahun 
2017 

Realisasi 
& 
capaian 
Tahun 
2017 

Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 
Mahkamah 
Agung  

Rp.  
140.000.000
,- 
 
 

Rp. 
139.703.
500 
 
Capaian 
99,79% 

Rp.  
64.000.000,
- 

Rp. 
64.000. 
000 
 
Capaian 
100% 

Rp. 
368.000. 
000 

Rp.  
364.863.
000 
 
Capaian 
99,15% 

 
Terlihat bahwa capaian anggaran untuk Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Tahun 2019 
sebesar 99,79%, hal ini dikategorikan sangat baik, meski tidak penuh 
100%, secara grafik dapat dilihat sebagai berikut :  



Renstra 2020-2024 Pengadilan Militer III-19 Jayapura  

19 

 

Gambar 1.8 
Grafik Perbandingan Realisasi Anggaran pada Tahun 2019 dengan tahun 

sebelumnya untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
 

 
 

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata 
Usaha Negara (Miltun).  

 
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer ditujukan 

untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelesaian 
perkara serta terlaksananya penyelesaian administrasi perkara 
dimana anggaran program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer 
dialoksikan untuk membiayai operasional persidangan. Operasional 
Persidangan meliputi pengadaan ATK perkara, pengiriman berkas 
perkara, komsumsi saksi dan petugas pengamanan sidang serta 
perjalanan sidang keliling. 

 
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata 

Usaha Negara (Miltun) sejumlah Rp. 182.200.000,- (Seratus Delapan 
Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari Administrasi 
Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan 
Militer sejumlah Rp. 179.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan 
Juta Rupiah), dan Penyampaian Berkas Perkara Kasasi, PK  dan 
Grasi yang lengkap dan tepat waktu sejumlah Rp. 3.200.000,- (Tiga 
Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). 

 
Dari jumlah Pagu Rp. 182.200.000,- (Seratus Delapan Puluh 

Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Program Peningkatan Manajemen 
Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Miltun) terserap Anggaran 
sejumlah Rp.181.700.000,- (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh 
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Ratus Ribu Rupiah) yang dalam prosentase terserap sejumlah 
99,72%, atau masuk dalam kategori sangat baik dalam hal 
penyerapan anggaran.  

 
Tabel 1.10 

Perbandingan Realisasi Anggaran pada Tahun 2019 dengan Tahun 
sebelumnya Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer  

dan Tata Usaha Negara (Miltun) 
 

Uraian Pagu 
Tahun 
2019 

Realisasi & 
capaian 
Tahun 
2019 

Pagu 
Tahun 
2018 

Realisasi 
& capaian 
Tahun 
2018 

Pagu 
Tahun 
2017 

Realisasi 
& capaian 
Tahun 
2017 

Program 
Peningkata
n 
Manajemen 
Peradilan 
Militer 

Rp. 
182.200. 
000,- 

Rp. 
181.700. 
000,- 
 
Capaian 
99,72% 

Rp. 
182.200. 
000,- 

Rp. 
181.700. 
000,- 
Capaian 
99,72% 

Rp. 
150.000. 
000,- 

Rp. 
149.987. 
000,- 
Capaian 
99,99% 

 
Terlihat bahwa capaian anggaran untuk Program Peningkatan 

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer Tahun 2019 
sebesar 99,72%, hal ini dikategorikan sangat baik, karena range 
persentasenya yang mendekati 100%, secara grafik perbandingannya 
dapat dilihat sebagai berikut :  

 
Gambar 1.9 

Grafik Perbandingan Realisasi Anggaran pada Tahun 2019 dengan Tahun 
sebelumnya Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer  

dan Tata Usaha Negara (Miltun) 
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Tabel 1.11 

Realisasi Anggaran DIPA I dan II secara keseluruhan  
selama kurun waktu Tahun 2019 

 
 

Uraian  DIPA I   DIPA II  

Penerimaan Anggaran 3,451,827,000 182,200,000 

Realisasi Anggaran 3,367,796,270 181,700,000 

Sisa Anggaran 84,030,730 500,000 

 
1. DIPA I dari Mahkamah Agung RI Nomor : SP DIPA-005.01.2. 663381/ 

2019 tanggal 05 Desember 2018 : 
 Penerimaan Anggaran :  Rp. 3.451.827.000,- 

 Realisasi Anggaran  :  Rp. 3.367.796.270,- 

 Sisa Anggaran : Rp.     84.030.730,- 

Capaian Penyerapan Anggaran DIPA I sebanyak 97,57%. 
Penyerapan anggaran ini berada dalam kategori sangat baik karena 
berada di kisaran capaian 95-99% atau yang mendekati 100%.  

 
2. DIPA II dari Ditjen Badilmiltun Nomor : SP DIPA-005. 05.2.663382/ 2019 

tanggal 05 Desember 2018 : 
 Penerimaan Anggaran :  Rp. 182.200.000,- 

 Realisasi Anggaran  : Rp. 181.700.000,- 

 Sisa Anggaran  : Rp.        500.000,- 

 
Capaian Penyerapan Anggaran DIPA II sebanyak 99,72%. 

Capaian ini dinilai baik karena terserap hampir 100%. 
 

Gambar 1.10 
Grafik Penyerapan Anggaran Tahun 2019 

. 
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             Analisis capaian akuntabilitas kinerja keuangan dan realisasi 
anggaran penting untuk mengetahui pembelanjaan anggaran secara tepat 
demi mewujudkan penggunaan anggaran yang berbasis kinerja. 

 

1.1.2 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 
 

Secara teknis, pelaksanaan reformasi birokrasi Mahkamah Agung 
dan Badan Peradilan dibawahnya mengacu pada serangkaian pedoman 
berikut ini: 
1.  (Buku 1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman 
Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/ 
Lembaga. 

2.  (Buku 2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pedoman 
Penilaian Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi Kementerian/Lembaga. 

3.  {Buku 3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman 
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga 
dan Pemerintah Daerah. 

4.  (Buku 4) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pedoman 
Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan. 

5.  (Buku 5) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kriteria dan 
Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi. 

6.  (Buku 6) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman 
Penataan Tata Laksana. 

7.  (Buku 7) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman 
Pelaksanaan Quick Wins.  

8.  (Buku 8) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman 
Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan. 

9.  (Buku 9) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Mekanisme 
Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi danTunjangan Kinerja 
Bagi Kementerian/Lembaga. 

 

Seluruh dokumen tersebut di atas, menjadi acuan dalam 
pelaksanaan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, sangat diharapkan 
dukungan seluruh warga badan peradilan termasuk didalamnya tim 
reformasi birokrasi Mahkamah Agung. 
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Mengingat Reformasi Birokrasi tidak hanya dilakukan di Mahkamah 
Agung saja, maka merupakan kewajiban bagi seluruh warga peradilan 
untuk memahami dan mengerti apa-apa saja yang sudah dicapai dan apa 
saja yang masih harus diselesaikan.  

 
Komitmen Pimpinan Mahkamah Agung ini didukung oleh Kepala 

Pengadilan Tingkat Pertama dengan menerbitkan Surat Keputusan 
Penunjukan Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Militer III-19 
Jayapura Nomor W3.Mil.08/SK/23/OT.01.1/1/2020 tanggal Januari 2020.  
 

 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Militer III-19 
Jayapura meliputi beberapa Area sebagai berikut :  
1. Pelaksana Area I dengan Program dan Kegiatan adalah Manajemen 

Perubahan. 

2. Pelaksana Area II dengan Program dan Kegiatan adalah Penataan 

Tata Laksana.  

3. Pelaksana Area III dengan Program dan Kegiatan adalah Penataan 

SDM 

4. Pelaksana Area IV dengan Program dan Kegiatan adalah Penguatan 

Akuntabilitas 

5. Pelaksana Area V dengan Program dan Kegiatan adalah Penguatan 

Pengawasan  

6. Pelaksana Area VI dengan Program dan Kegiatan adalah Peningkatan 

Kualitas Pelayanan Publik. 

 

1.1.3 Pencapaian Prioritas Satuan Kerja. 
1.1.3.1 Perumusan Kebijakan Kelembagaan dan Reformasi 

Birokrasi. 
 

Pembuatan kebijakan Standarisasi Pelayanan Informasi yang 
tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 
144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan 
disempurnakan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 
1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan 
sebagai dasar dalam hal pelayanan informasi publik. 

 
Standar Pelayanan Informasi yang diterbitkan oleh Ketua 

Mahkamah Agung RI kemudian ditindak-lanjuti oleh Kepala Pengadilan 
Militer III-19 Jayapura dengan menerbitkan Standar Operasional Prosedur 
(SOP), Standar Pelayanan Informasi dan Standar Pelayanan Pengaduan 
yang selalu reviu setiap tahunnya.  

 
Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tatakelola 

pemerintahan yang baik melalui tiga pilar utama yaitu : (1) Penataan 
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Organisasi; (2) Penyempurnaan Proses Bisnis (tata kelola); serta (3) 
Peningkatan Disiplin dan Manajemen Sumber Daya Manusia.  

 
Penilaian Reformasi Birokrasi dilakukan secara mandiri (self 

assesment) melalui sistem PMPRB secara online oleh Kementerian PAN. 
Sistem penilaian dibagi dua kelompok :  
1.  Komponen Pengungkit (Enablers). 

Seluruh aspek internal organisasi instansi pemerintah yang melakukan 
berbagai upaya manajemen untuk mewujudkan output dan outcome 
bagi masyarakat pengguna layanan, SDM aparaturnya dan bagi 
komunitas lokal, nasional dan internasional. Komponen pengungkit ini 
ada 5 kriteria, yaitu : kepemimpinan, perencanaan Strategis, Sumber 
Daya Manusia Aparatur dan Kemitraan Sumber Daya dan Proses.  

2.  Komponen Hasil (Results)  
Komponen ini adalah output atau outcome yang dihasilkan. 
Komponen hasil dalam model PMPRB ini dibagi 4 kriteria : (i) Hasil 
pada masyarakat pengguna layanan (ii) Hasil pada SDM Aparatur, (iii) 
Hasil pada komunitas lokal, nasional dan internasional serta (iv) Hasil 
Kinerja Utama. 

 
Memberikan akses yang luas bagi masyarakat untuk mendapatkan 

keadilan adalah menjadi salah satu prioritas dalam program kebijakan 
Mahkamah Agung, antara lain dengan mengeluarkan SK KMA Nomor 
88/KMA/SK/V/2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perempuan 
dan Anak yang bertugas mempersiapkan kebijakan dalam rangka 
meningkatkan kemampuan peradilan dalam menangani masalah 
Perempuan dan Anak yang bermasalah secara hukum. Selain itu 
Mahkamah Agung juga tetap konsisten dalam memberikan layanan 
pembebasan biaya perkara kepada masyarakat yang tidak mampu, 
posbakum, sidang keliling, pelayanan terpadu dan penerapan manajemen 
layanan inklusif melalui penyediaan website bagi penyandang tuna netra.  

 
Dalam bidang teknologi informasi, Mahkamah Agung dan satuan 

kerja dibawahnya telah melakukan berbagai inovasi untuk memberikan 
pelayanan publik secara maksimal, diantaranya :  
1. Pengembangan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP). 

2. Pengembangan sistem informasi pengawasan (SIWAS). 

3. Penerapan Applikasi Perhitungan Panjar Biaya Perkara (e-SKUM). 

4. Penerapan Applikasi Audio to Text Recording (ATR). 

5. Pengembangan Fitur e-Exam sebagai bagian dari peningkatan fungsi 

e-Learning (ELMARI). 

6. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT). 

Pada   tanggal    11    Desember   2019,    Mahkamah   Agung 
menerima penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur 
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Negara dan Reformasi Birokrasi atas capaian Pengadilan Negeri Tanjung 
Karang sebagai role model penyelenggara pelayanan publik dengan 
kategori sangat baik tahun 2019. 

 
Pada tahun  2019,  Mahkamah Agung  kembali  mendapatkan Opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas 
Laporan Keuangan 2018.  lni merupakan  Opini WTP ketujuh yang 
diterima oleh Mahkamah Agung secara berturut-turut. 
Total  realisasi anggaran  Mahkamah  Agung  tahun  2019 sebesar Rp. 5. 
803.416.087.374,- atau  97,32%  dari  total  Pagu  yang 
dianggarkan. Nilai  Kinerja  Keuangan  Mahkamah  Agung  mencapai 
87,73 atau 22 poin di atas nilai kinerja rata-rata nasional yang hanya 
sebesar 65,77.  

 
lmplementasi   SK   KMA  Nomor   58  Tahun   2019   tentang 

Pedoman Pembangunan Zona lntegritas menuju Wilayah  Bebas dari 
Korupsi (WBK)/Wilayah  Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), juga 
telah  membuahkan   hasil.  Pada  tahun  2019,   27  satuan   kerja  di 
lingkungan  Peradilan  Umum,  28 satuan  kerja  Peradilan  Agama,  2 
satuan  kerja  Peradilan  Tata  Usaha   Negara,  dan  5  satuan  kerja 
Peradilan   Militer   mendapatkan   predikat   Zona   lntegritas   menuju 
WBK/WBBM. 

 
Semua keberhasilan yang dicapai oleh Mahkamah Agung tidak 

lepas dari kerja keras dan kerja cerdas dari semua warga peradilan 
termasuk Badan Peradilan dibawahnya. Prestasi ini dapat dicapai karena 
adanya komitmen yang kuat dalam menjaga tranparansi, efektifitas dan 
akuntabilitas.  

 
Selama kurun waktu 2015-2019 Pengadilan Militer III-19 Jayapura 

telah melakukan berbagai langkah kebijakan melalui program dan 
kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra, adapun capaian selama 
kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut :  

 
Tabel 1.12 

 
TAHUN 2019 2018 2017 2016 2015 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi 

1. Terwujudnya 
Proses Peradilan 
yang Pasti, 

Transparan, dan 
Akuntabel 

Persentase Sisa Perkara 
Pidana Militer yang 
Diselesaikan 

100% 100% 100% 94,29% 
 

81,38% 
 

Persentase Sisa Perkara 

Pelanggaran Lalu Lintas 

Militer yang Diselesaikan 

100% 100% 100% 100% 100% 
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Persentase Perkara Pidana 

Militer yang Diselesaikan 

Tepat Waktu 

98,91% 86,95% 81,66 78,94% 81,38% 

Persentase Perkara 

Pelanggaran Lalu Lintas 

Militer yang Diselesaikan 

Tepat Waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase Perkara yang 

Tidak Mengajukan Upaya 

Hukum Banding 

76,74 % 

 

76% 

 

92,81% 

 

93,75% 88,82% 

Persentase Perkara Yang 

Tidak Mengajukan Upaya 

Hukum Kasasi 

98,52% 

 

97,91% 

 

97,31% 92,05 94,74% 
 

 

  

Persentase perkara yang 

Tidak Mengajukan Upaya 

Hukum Peninjauan Kembali 

100% 

 

100% 

 

99,70% 99,43% 98,68% 

  

Persentase Salinan 

Putusan Perkara Pidana 

Militer yang Dikirim ke 

Oditur militer dan terdakwa 

tepat waktu 

99,26% 98,75% 86,23% 100% 100% 

2. Peningkatan 

Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 

Perkara 

Persentase Berkas Perkara 

yang Dimohonkan Banding, 
Kasasi, dan PK yang 
Diajukan Secara Lengkap 

dan Tepat Waktu 

100% 100% 100% 91% 
 

100% 

3. Meningkatnya 
Akses Peradilan 

bagi Masyarakat 
Miskin dan 
Terpinggirkan 

Persentase Perkara yang 
Diselesaikan di Luar 

Gedung Pengadilan 

54,55% 48,48% 45,71% 84,00% 
  

85% 

 
Sumber : LAKIP Pengadilan Militer III-19 Jayapura (2015-2019). 
 

1.1.3.2 Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif dan Efisien. 
 

Dalam mewujudkan reformasi birokrasi penataan organisasi/ 
kelembagaan yang proporsional dan rasional merupakan sebuah 
keharusan dalam rangka mencapai substansi kegiatan penataan 
kelembagaan instansi pemerintah. Sasarannya adalah untuk menciptakan 
struktur birokrasi yang right-sizing, baik kementerian, lembaga pemerintah 
non kementerian (LPNK), maupun lembaga non struktural (LNS), di 
samping untuk mengurangi diferensiasi dan fragmentasi di antara K/L, 
sehingga masing-masing dapat melaksanakan tugas dan fungsinya 
secara optimal sesuai dengan mandat yang diembannya. Penataan 
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organisasi juga dimaksudkan untuk menata kembali organisasi yang 
gemuk dan mengatasi overlapping. 

 
Hasil penataan organisasi adalah sebagai berikut :  

1. Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung sejak tahun 2012 dan 
rumusannya yang diperbaharui melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar 
Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas 
Bagi Pengadilan, dengan tujuan untuk menjaga kesatuan hukum, 
mengurangi disparitas putusan, memudahkan pengawasan putusan, 
meningkatkan produktifitas dalam pemeriksaan perkara, dan 
mengembangkan kepakaran dan keahlian Hakim dalam mengadili 
perkara.  

2. Terbitnya PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemisahan Struktur 
Organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan memperjelas kepastian 
Struktur Organisasi Pengadilan Militer III-19 Jayapura. 

3. Terbitnya PERMA Nomor 7 Tahun 2016 tentang tentang Penegakan 
Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di 
Bawahnya. 

4. Terbitnya PERMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan 
Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan 
Badan Peradilan di Bawahnya. 

5. Terbitnya PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah 
Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. 

6. Adanya kebijakan tentang Standarisasi Pelayanan Informasi melalui 
Keterbukaan Informasi Publik sesuai Surat Keputusan Ketua 
Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/VII/2007 yang disempurnakan 
dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor                    
1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Layanan Informasi di 
Pengadilan dan selanjutnya ditindak-lanjuti oleh Pengadilan Militer          
III-19 Jayapura dengan menerbitkan Standar Pelayanan Informasi dan 
Pengaduan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam rangka 
memberikan Layanan Informasi dan Layanan Pengaduan. 
Standarisasi diterbitkan dalam upaya untuk pelaksanaan tugas secara 
efektif dan efisien. 

7. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat tanggal 25 Juli 2016 
dan diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 2016 guna mendukung 
pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien. 

8. Terbitnya Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura 
tentang Penunjukan Tim Implementasi Sistem Informasi Penelusuran 
Perkara di Pengadilan Militer III-19 Jayapura, dalam rangka 
memastikan dan mensukseskan Implementasi Sistem Informasi 
Penelusuran Perkara.  

9. Terbitnya PERMA dalam kurun waktu tahun 2017 dan beberapa 
Keputusan serta Edaran dari Mahkamah Agung.  
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10. Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberitahuan Jumlah 
Cuti Tahunan Untuk Tahun 2017. 

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 
tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di 
Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara 
Elektronik. 

12. SEMA Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil 
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman 
Pelasanaan Tugas Bagi Pengadilan. 

13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 269/KMA/SK/XII/2019 
tentang Kriteria, Pengangkatan dan Tata Kerja Pemilah Perkara Pada 
Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 13/KMA/SK/I/2020 
tentang Insentif Bagi Hakim dan Pegawai Pada Unit Kerja yang 
Memperoleh Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah 
Birokrasi Bersih dan Melayani  
 

1.1.3.3 Terwujudnya Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif. 
 

Dalam mewujudkan reformasi birokrasi penataan jumlah aparatur 
CPNS yang direkrut dan ditempatkan sesuai dengan formasi (termasuk 
honorer) merupakan sebuah upaya untuk merasionalisasi jumlah pegawai 
pada seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah. Pengadilan 
Militer III-19 Jayapura sistem perekrutan Sumber Daya Manusianya 
dilakukan melalui satu pintu yaitu semua badan peradilan bermuara pada 
perekrutan Mahkamah Agung RI.  

 
Dalam rangka mewujudkan PNS yang profesional, berkualitas, dan 

bertanggung jawab, diperlukan PNS yang kompeten melalui sistem 
pengadaan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 
Untuk mendukung hal tersebut diperlukan sistem rekrutmen PNS yang 
dilaksanakan secara terbuka yaitu mulai dari proses pengumuman 
penerimaan sampai dengan penentuan kelulusan diinformasikan secara 
luas dan transparan kepada masyarakat melalui link website. 

 
Promosi terbuka untuk mendapatkan pegawai terbaik dan 

menghindari terjadinya politisasi birokrasi dan KKN juga telah dilakukan di 
jajaran Mahkamah Agung. Untuk bisa menduduki jabatan yang diinginkan, 
pegawai harus berkompetisi secara sehat, bukan atas dasar suka atau 
tidak suka. Promosi terbuka juga memberikan kesempatan yang sama 
kepada PNS di seluruh tanah air untuk bisa mengembangkan karirnya, 
tidak selamanya di daerah yang sama. Hal ini mendukung program PNS 
sebagai perekat NKRI. Pelaksanaan promosi terbuka ini sudah 
dilaksanakan di Mahkamah Agung RI.  
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Pengadilan Militer III-19 Jayapura juga mengusulkan personil yang 
dipandang cakap dan layak sesuai persyaratan ke tingkat banding/pusat 
untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dianggap perlu untuk 
menunjang pelaksanaan tugas pokok, sehingga personil tersebut memiliki 
kompetensi pada bidang tugas dan dapat berkompetitif dengan yang 
lainnya. 

 
Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang 

tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam 
tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah. Jabatan fungsional 
Pegawai Negeri Sipil terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan 
fungsional keterampilan. Perkembangan penerapan jabatan fungsional 
semakin banyak dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini sesuai 
kebutuhan organisasi, beberapa diantaranya adalah Fungsional Pranata 
Peradilan dan Panitera Pengganti, dimana tahun sebelumnya di 
Pengadilan Militer tidak dikenal jabatan Panitera Pengganti.  

 
 

1.1.3.4 Satuan Kerja yang Terbuka dan Melayani. 
 

Pengadilan Militer III-19 Jayapura merupakan Pengadilan Tingkat 
Pertama yang memiliki tugas dan fungsi pokok mengadili dan 
menyelesaikan perkara pada tingkat pertama. Dalam menjalankan tugas 
dan fungsi pokoknya, Pengadilan Militer III-19 Jayapura didasari asas 
keterbukaan informasi terhadap perkara yang sedang ditangani. 
Keterbukaan informasi ini dapat diakses melalui Sistem Informasi 
Penelusuran Perkara. Selain itu juga didukung oleh petugas yang 
melayani pada meja layanan informasi dan pengaduan. Sehingga 
masyarakat pencari keadilan dapat mencari informasi melalui meja 
layanan informasi.  

 
1.1.3.5 Mewujudkan Aparatur yang Bersih dan Bebas KKN dan 

Akuntabel. 
 

Dalam rangka mewujudkan aparatur yang bersih dan bebas KKN 
dan akuntabel, maka Pengadilan Militer membuat slogan bersih KKN 
untuk selalu mengingatkan Personil agar tidak terlibat dalam KKN, dan 
juga dalam setiap rapat koordinasi internal Kepala Pengadilan  Militer            
III-19 Jayapura selalu mengingatkan personil agar bebas dari KKN. 
Disamping itu sistem pengawasan terhadap personil juga berjalan dan 
dilaksanakan oleh Hakim Pengawas pada bidang masing-masing. Namun 
di masa yang akan datang Pengadilan dapat bekerjasama secara intensif 
dengan KPK dalam hal pelatihan-pelatihan tertentu tentang 
Pemberantasan Korupsi sehingga pengetahuan dan pemahaman personil 
menjadi lebih matang.  
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Terbitnya PERMA Nomor 7 Tahun 2016 tentang tentang 
Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan 
Peradilan di Bawahnya dalam rangka meningkatkan kedisiplinan personil, 
yang mana pada tahun terakhir terjadi penurunan kedisiplinan yang 
ditunjukkan dengan keberadaan personil diluar jam dinas yang bukan 
dalam penugasan, hal ini dibuktikan terjadinya operasi tangkap tangan 
selama jam dinas. Tentunya aturan ini mempertegas penegakan disiplin 
personil.  

 
Kemajuan terhadap kualitas pelaporan keuangan instansi 

pemerintah, dapat dilihat daari hasil pemeriksaan BPK atas Laporan 
Keuangan Kementerian/Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah non 
Kementerian, serta Lapaoran Keuanga Bendahara Umum Negara (LKKL). 

 
Untuk mendukung Mahkamah Agung dalam mempertahankan 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hal Laporan Keuangan, dalam 
kurun waktu 5 tahun Pengadilan Militer III-19 Jayapura tidak melakukan 
pergantian personil keuangan agar sistem keuangan dapat berjalan 
lancar, karena jika ada pergantian personil membutuhkan waktu dalam 
proses regenerasi. Pengadilan Militer III-19 Jayapura sendiri untuk LKJIP 
mendapat nilai B yang artinya Baik, tanpa banyak perbaikan. Diharapkan 
ke depan Pengadilan Militer III-19 Jayapura dapat meningkatkan jumlah 
nilai tersebut.    
 
1.1.3.6 Mewujudkan Apartur Satuan Kerja yang Profesional dan 

Berkinerja. 
 
Penataan organisasi dilakukan sejalan dengan perubahan rencana 

strategis Mahkamah Agung, organisasi yang disusun harus dapat 
menjembatani antara strategi yang baru ditetapkan dengan kebutuhan 
struktur yang tepat dan proporsional. Pada tahun 2015 telah dilakukan 
penataan organisasi Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah 
Agung RI Nomor 7 Tahun 2015, dengan pokok perubahan adalah 
pemisahan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan, dan ini tentunya 
berimplikasi terhadap kejelasan struktur organisasi di Pengadilan Militer 
III-19 Jayapura.  

 
Sejalan dengan ini dilakukan perbaikan bisinis proses yang ada di 

setiap unit kerja dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi 
berbagai peran yang dilakukan. 

 
Dengan adanya pemisahaan fungsi kepaniteraan dan 

kesekretariatan dibutuhkan personil yang profesional pada bidangnya 
masing-masing dan diharapkan dapat berkinerja baik.  
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Promosi terbuka (open promotion) jabatan struktural merupakan 
salah satu langkah strategis dalam mengubah birokrasi dari zona nyaman 
(comfort zone) ke zona kompetitif (competitive zone). Hal ini juga untuk 
menghilangkan berbagai praktek KKN yang sejauh ini sering terjadi. 
Dalam hal ini Mahkamah Agung sudah melaksanakan sistem promosi 
terbuka untuk jabatan esselon I.a dan esselon II.a di lingkungan 
Mahkamah Agung RI dan 4 Badan Peradilan dibawahnya.  
 
1.2 Potensi dan Permasalahan. 

1.2.1 Potensi yang dimiliki. 

Kekuatan Pengadilan Militer IIII-19 Jayapura mencakup hal-hal 
yang memang secara peraturan / perundang-undangan sudah diatur, 
sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup: 
1. Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman.  
2. Merupakan voorpost (kawal depan) di wilayah Provinsi Papua dan 

Papua Barat. 
3. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain. 
4. Pengelolaan satu atap dibawah Mahkamah Agung. 
5. Menjadi salah satu bagian dari proyek percontohan reformasi 

birokrasi. 
6. Melaksanakan rencana yang terstruktur mengenai reformasi peradilan 

yang dituangkan dalam Dokumen Cetak Biru Mahkamah Agung 
Republik Indonesia dan Rencana Strategis Lima Tahunan. 

7. Memiliki Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia. 

8. Secara rutin menerbitkan Laporan Tahunan dan Laporan Kinerja 
Instansi Pemerintahan (LKjIP) yang diumumkan secara terbuka 
kepada publik melalui website kantor.  

9. Memiliki hubungan baik dengan lembaga peradilan lainnya yang 
berada dibawah lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 
Mahkamah Agung dan lembaga instansi lainnya dalam hal koordinasi.   

 
Tinjauan peluang yang dimiliki dikelompokkan sesuai dengan           

area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Berikut adalah            
peluang-peluang yang dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan. 
1. Area Manajemen dan Kepemimpinan. 

Meningkatkan proses sosialisasi visi dan misi yang sudah terlaksana 
agar setiap bagian dari Peradilan memiliki pemahaman yang sama 
mengenai visi & misi tersebut, sehingga Pengadilan Militer IIII-19 
Jayapura dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya. 

2. Area Perencanaan dan Kebijakan Pengadilan (Internal). 
Meningkatkan proses sosialisasi kebijakan Pengadilan Militer IIII-19 
Jayapura yang sudah terlaksana, agar tiap aparat peradilan memiliki 
pemahaman dan informasi yang sama.  

3. Area Manajemen Sumberdaya (Manusia, Material, Keuangan). 
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a. Remunerasi yang sesuai sebagai motivasi dalam peningkatan 
kinerja. 

b. Sarana dan prasarana diklat yang perlu ditingkatkan, terutama 
dalam memberikan peluang bagi peradilan yang berada di wilayah 
Timur.  

c. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan lembaga eksternal. 
d. Kejelasan peran, wewenang dan tanggung jawab perlu 

ditingkatkan untuk dapat menciptakan efektifitas kinerja 
Pengadilan Militer IIII-19 Jayapura. 

e. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pengadilan Militer IIII-19 
Jayapura dalam hal penempatan dalam suatu jabatan perlu 
mempertimbangkan individu yang tepat dalam menduduki suatu 
jabatan, agar kinerja dari Pengadilan Militer IIII-19 Jayapura 
menjadi lebih terorganisir dan menjadi lebih efektif. 

f. Penerapan Sistem Informasi Teknologi dalam hal Manajemen 
Perkara dan Manajemen Kepegawaian telah memunculkan 
peluang bagi para staf untuk lebih mengembangkan skillnya 
dibidang tersebut, dengan cara mendapat kesempatan untuk 
mengikuti Pelatihan dan Pendidikan yang sesuai dengan 
kompetensi yang dibutuhkan. Sistem Informasi dijadikan satu 
pintu yaitu Sistem Informasi Mahkamah Agung RI (SIMARI) yang 
didalamnya terdiri dari SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian), 
SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), Komdanas 
(Komunikasi Data Nasional, kaitannya dengan Sistem 
Remunirasi), E-Larning, E-Diklat, E-Examination, dan lain 
sebagainya yang sedang dalam proses pengembangan.  

4. Area Proses Peradilan. 
a. Komitmen pimpinan Pengadilan Militer IIII-19 Jayapura dan 

seluruh jajaran peradilan untuk berubah menjadi lebih baik dan 
prima dalam memberikan pelayanan prima.  

b. Meningkatnya dukungan anggaran. 
c. Meningkatnya keterbukaan di Institusi peradilan. 
d. Kontribusi publik dan masyarakat internasional. 
e. Koordinasi yang sudah terlaksana dengan para pihak perlu lebih 

ditingkatkan, agar efektifitas proses dan kualitas dari putusan 
menjadi lebih baik.  

5. Area Kepuasan Pengguna Jasa Pengadilan 
a. Tersedianya peraturan yang berkaitan dengan keadilan dan 

pelayanan publik. 
b. Media dalam menampung kritik dan saran yang ada perlu lebih 

dimaksimalkan/dioptimalkan, agar para pihak/masyarakat merasa 
hak-nya terpenuhi dan juga agar Pengadilan Militer IIII-19  
Jayapura dapat lebih terarah dalam melakukan pembenahan 
lembaga. 
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c. Sistem Informasi yang dimiliki saat ini harus dapat memberikan 
kemudahaan akses bagi para pihak dan masyarakat dalam 
mendapatkan informasi yang jujur (transparan).  

6. Area Pengadilan yang Terjangkau (Sarana dan Prasarana) 
a. Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, Pengadilan 

Militer III-19 Jayapura dapat mengarahkan masyarakat kepada 
lembaga yang telah ditunjuk oleh Undang-Undang. 

b. Dalam hal penempatan atau pengambilan keputusan dalam 
menentukan letak ruang sidang / pengadilan, perlu 
dipertimbangkan kemudahan akses bagi masyarakat. 

c. Sistem Informasi yang dimiliki saat ini perlu mempertimbangkan 
kemudahan akses bagi masyarakat. 

d. Sistem Layanan Informasi dan Pengaduan yang ada pada Meja 
Informasi, Fasilitas Vest Touch dan Website Pengadilan 
mempermudah Para Pencari Keadilan untuk mendapatkan 
informasi. Adanya sistem layanan ini, menuntut aparat pengadilan 
untuk lebih menguasai informasi yang dibutuhkan masyarakat 
sehingga dapat memberikan informasi yang jelas, akurat dan 
dipercaya oleh masyarakat pencari keadilan. 

7. Area Kepercayaan Masyarakat 
a. Terbukanya kesempatan merasionalisasi sistem anggaran. 
b. Sosialisasi mengenai hukum yang sudah dilakukan saat ini perlu 

ditingkatkan, agar pemahaman masyarakat mengenai hukum 
menjadi lebih baik.  

c. Melalui sistem informasi yang sudah dibangun saat ini, dari sisi 
transparansi perlu ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan, agar 
masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang 
akurat dan akuntabel. 

 
1.2.2 Permasalahan.  

Tinjauan kelemahan dikelompokkan sesuai dengan area-area yang 
menjadi kriteria pengadilan ideal. Berikut adalah kelemahan-kelemahan/ 
permasalahan-permasalahan yang harus menjadi fokus perbaikan :  

 
1. Manajemen dan Kepemimpinan. 

a. Penjabatan Visi dan Misi yang belum optimal dipahami secara 
mendalam. 

b. Kepemimpinan yang masih berbentuk kaku/Comando Leadership. 
c. Pola manajemen di pengadilan yang belum optimal menerapkan 

pola manajemen modern. 
d. Banyaknya pekerjaan rangkap yang dilakukan karena kekurangan 

personil, misal Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan 
Pelaporan selain melaksanakan tugasnya sebagai Kasubbag juga 
merangkap sebagai operator/admin, bahkan sesekali juga ikut 
mengolah data kepegawaian yang notabene adalah pekerjaan 
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dari bidang kepegawaian, demikian juga staf bidang umum dan 
keuangan juga ikut dalam mengolah berkas perkara, staf umum 
yang merangkap juga sebagai kurir, kurangnya staf kepaniteraan, 
dan staf kepegawaian. 

e. Kurangnya Personil di Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi 
dan Pelaporan, yang mana dalam bidang ini Kasubbagnya tidak 
memiliki staf sehingga pekerjaan staf juga dilaksanakan oleh 
Kasubbagnya. 

f. Kurangnya Personil di Bidang Kepegawaian dan Ortalak, yang 
mana pekerjaan di bidang Kepegawaian dan Ortalak dilakukan 
oleh staf yang merangkap tugas-tugas di bidang lain yaitu di 
bidang IT.  

g. Dengan diterbitkannya PERMA No. 7 Tahun 2015, kejelasan 
tugas dan fungsi Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan sudah 
terarah, namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal 
dikarenakan masih adanya jabatan yang dilaksanakan rangkap di 
lingkungan Peradilan Militer yaitu Sekretaris yang masih 
merangkap sebagai Panitera Pengganti, masih banyaknya jabatan 
struktural yang masih kosong belum terisi personil. 

h. Ketidak-jelasan sistem rekrutmen. Sistem Rekrutmen telah  
dilaksanakan secara terbuka melalui satu pintu yaitu melalui 
Mahkamah Agung namun pada saat penempatan tidak sesuai 
dengan kebutuhan yang dibutuhkan pada Pengadilan Militer III-19 
Jayapura.  

i. Ketidak-jelasan Sistem Promosi dan Mutasi. Meski Sistem 
promosi dan mutasi telah mempertimbangkan syarat kelayakan, 
namun masih ada yang tidak sesuai jalur atau kebutuhan 
dikarenakan sistem baperjakat tidak dilakukan dari pengadilan 
tingkat pertama tetapi langsung dilaksanakan melalui tingkat 
utama atau pusat.  

j. Belum optimalnya penggunaan sistem layanan informasi dan 
pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.  

2. Kebijakan Pengadilan  

a. Proses perekrutan pegawai yang satu pintu melalui Mahkamah 
Agung yang belum memenuhi kebutuhan organisasi terutama 
pada saat penempatan.  

b. Perlu ada acuan yang jelas soal penafsiran hukum/undang-
undang yang mengikat secara kelembagaan. 

c. Pengadilan Militer IIII-19 Jayapura belum mempunyai 
kewenangan mengatur sendiri urusan tertentu dalam 
Kepegawaian dan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), 
terutama untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada. 

3. Sumber Daya 
a. Kurangnya personil yang menduduki jabatan Panitera Pengganti, 

karena banyaknya jumlah perkara yang masuk pada Pengadilan 
Militer III-19 Jayapura.   
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b. Tidak adanya unsur staf pada bidang Perencanaan, Teknologi 
Informasi dan Pelaporan serta bidang Kepegawaian, Organisasi 
dan Tata Laksana, sehingga pekerjaan staf juga langsung 
dilaksanakan oleh Kasubbagnya. 

c. Kurangnya personil dalam setiap lini jabatan, sehingga masih ada 
pekerjaan yang dilakukan rangkap oleh personil. 

d. Terjadinya kekosongan jabatan yaitu dalam jabatan Wakil Kepala,  
dan Jabatan Fungsional lainnya. 

e. Belum tersedianya fisik Rumah Dinas bagi Pejabat Pengadilan 
Militer III-19 Jayapura dimana berbanding terbalik dengan badan 
peradilan lainnya yang berada dibawah lingkungan Mahkamah 
Agung.  

f. Belum memiliki gedung kantor tersendiri sejak peralihan dari 
Mabes TNI ke Mahkamah Agung, yang sampai saat ini masih 
menumpang pada gedung Mabes TNI. 

g. Pengadilan Militer IIII-19 Jayapura belum mempunyai 
kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai dengan 
kebutuhan Pengadilan Militer IIII-19 Jayapura.  

h. Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas 
dan kompetensi kerja yang dibutuhkan oleh Pengadilan Militer           
III-19 Jayapura.  

i. Fasilitas pengadilan masih kurang memadai dikarenakan 
Pengadilan Militer III-19 Jayapura belum memiliki gedung kantor 
sendiri, yang sampai dengan saat ini masih menumpang pada 
gedung kantor Oditurat Militer III-19 Jayapura milik Mabes TNI, 
sehingga fasilitas layanan ruang tunggu pengunjung sidangpun 
masih kurang memadai, serta fasilitas-fasilitas layanan lain yang 
belum tersedia seperti layanan ruang sanitasi, fasilitas layanan 
ruang tunggu oditur yang tidak ada, dan fasilitas lainnya.  

j. Pola mutasi promosi yang tidak jelas dan tidak transparan.  
k. Sistem penilaian kinerja yang belum dilaksanakan secara optimal, 

yang berakibat pada motivasi kerja. 
l. Minimnya biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan 

kondisi geografis Papua, dimana Pengadilan Militer III-19 
Jayapura memiliki cakupan wilayah hukum  yang sangat luas 
terdiri dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 

m. Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja yang maksimal, 
sehingga dapat mempengaruhi kinerja aparat pengadilan.  

4. Proses Peradilan/Pengadilan (Manajemen Perkara). 
a. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan baik dalam kurun waktu 

kurang dari 5 (lima) bulan, 5 (lima) bulan, atau lebih dari 5 (lima) 

bulan dan jumlah sisa perkara yang ditangani, termasuk 

didalamnya pendistribusian perkara kepada Majelis Hakim yang 

sudah merata atau belum. 
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b. Alur perkara yang belum sempurna yang dapat menghambat 
penanganan kasus. 

c. Komposisi Panitera Pengganti belum sesuai dengan komposisi 
dan jumlah perkara yang masuk.  

d. Kurangnya Perosnil dalam Jabatan Panitera Pengganti serta 
Jabatan Struktural lainnya yang masih kosong, sehingga 
menghambat proses administrasi di bidang perkara. 

e. Kurang optimalnya pemeliharaan perangkat IT yang ada, 
dikarenakan tidak adanya ups yang berfungsi karena semua 
sudah rusak dari beberapa tahun sebelumnya hingga saat ini.  

5. Keterjangkauan Pengadilan. 
a. Pengadilan belum dapat memanfaatkan sistem pendaftaran 

perkara online (e-court) yang dapat memudahkan masyarakat 
untuk berperkara, dikarenakan kurangnya perangkat-perangkat 
hukum yang terkait dengan hal ini khususnya pada Pengadilan 
Militer.  

b. Pengadilan Militer IIII-19 Jayapura yang jauh dari daerah-daerah 
dan memiliki cakupan wilayah yang luas serta kondisi geografis 
yang hanya dapat ditempuh lewat lintas udara sehingga berakibat 
tingginya biaya transportasi bagi para pencari keadilan. 

c. Sistem peradilan atau sistim alur perkara yang sekarang menuntut 
biaya tinggi.  

6. Kepercayaan Publik. 
a. Fungsi pengawasan terhadap eksekusi putusan yang masih 

lemah.  
b. Pengawasan belum secara optimal dilakukan secara sistematis. 

 
Tantangan yang dihadapi.  
 

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dimaksudkan untuk 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran: (1) 
terwujudnya pemerintahan yang bersih, (2) meningkatnya kualitas 
pelayanan publik, dan (3) meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas 
kinerja birokrasi.  

 
Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, berbagai 

upaya yang dilakukan telah menunjukkan kemajuan, salah satunya target 
100% memperoleh Opini WTP yang tercapai. Perjalanan reformasi 
birokrasi pada lima tahun terakhir juga telah memberikan sejumlah hasil 
dan pembelajaran yang perlu mendapat apresiasi. Sejumlah hasil atau 
proses menjadi acuan untuk meneruskan reformasi birokrasi selanjutnya 
yang secara ringkas terlihat pada hal-hal berikut:  
1.  Penguatan kerangka hukum reformasi birokrasi dengan telah 

ditetapkannya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara, dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. 

2.  Penguatan kapasitas pengelola reformasi birokrasi.  
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3. Pembangunan dan penyempurnaan kebijakan dan instrument teknis 
untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, peningkatan kualitas 
pelayanan publik, dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja 
birokrasi.  

4.  Pelaksanaan agenda-agenda reformasi birokrasi seperti :  
a.   Evaluasi organisasi. 
b.  Penataan ketatalaksanaan. 
c.  Sistem rekrutmen yang terbuka dan independen. 
d.  Kebijakan promosi terbuka. 
f.  Penerapan standar kinerja individu. 
g.  Penambahan jabatan fungsional baru. 
h.  Efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi. 
i.  Perbaikan kemudahan berusaha (ease of doing business). 

 

Berikut adalah tantangan‐tantangan di Pengadilan Militer IIII-19 

Jayapura yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap 
dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan :  
1. Adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat 

peradilan belum terlalu jelas, karena sistem penilaian yang belum 
transparan.  

2. Letak Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang jauh di daerah 
menyebabkan pengiriman administrasi untuk perkara banding ke 
Pengadilan Militer Tingkat Banding membutuhkan waktu lebih lama, 
demikian juga sebaliknya putusan upaya hukum yang dikirim dari 
Pengadilan Tingkat Banding ke Pengadilan Tingkat Pertama serta 
pengiriman Salinan Putusan kepada Pihak-Pihak yang terkait 
membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Dalam 
hal biaya pengiriman untuk mengirimkan berkas upaya hukum satu 
berkas upaya hukum saja membutuhkan biaya sebesar Rp. 400.000,- 
(empat ratus ribu rupiah). 

3. Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan 
prasarana pun belum sesuai dengan pengajuan kebutuhan.  

4. Penerapan Sistem Informasi Teknologi dalam hal Manajemen Perkara 
dan Manajemen Kepegawaian menuntut para staf untuk lebih 
mengembangkan skillnya dibidang tersebut, sehingga membutuhkan 
waktu ekstra untuk staf agar dapat berkoordinasi dengan tingkat pusat 
dalam hal pemantapan penggunaan sistem informasi teknologi 
tersebut.  

5. Banyaknya pekerjaan rangkap yang dikerjakan oleh para staf 
menimbulkan beban kerja yang lebih pada staf, hal ini perlu didukung 
oleh penambahan jumlah staf/personil atau pemerataan jumlah 
volume pekerjaan kepada staf lain atau pemberian honor pada staf 
yang memang merangkap pekerjaan. 

6. Kurangnya sarana untuk meningkatkan kemampuan/ kompetensi para 
aparat pengadilan dalam menghadapi perubahan, diharapkan agar 
lembaga peradilan memiliki sumberdaya yang mampu beradaptasi 



Renstra 2020-2024 Pengadilan Militer III-19 Jayapura  

38 

 

dengan perubahan-perubahan yang terjadi serta tantangan-tantangan 
yang dihadapi. 

7. Sistem pembinaan karir akan skill tertentu yang masih kurang misal 
dalam pengembagan bidang kepegawaian (penyusunan anjab atau 
terkait kebijakan kepegawaian lainnya), bidang IT, dan bidang 
anggaran. Sistem pembinaan karir dibutuhkan sebagai suatu bentuk 
dari tanggung jawab lembaga peradilan dalam mengelola sumberdaya 
manusianya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai 
jenjang karir, serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap 
aparat peradilan dalam meningkatkan karirnya. 

8. Penempatan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan 
kemampuan dan kapabilitasnya. Penempatan sumber daya manusia 
yang sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya bertujuan untuk 
dapat mengefektifkan kinerja dari lembaga peradilan itu sendiri. 
Dengan dapat menempatkan sumber daya yang sesuai dengan 
kemampuannya diharapkan tiap-tiap bidang pekerjaan di dalam 
lembaga peradilan dapat tertangani dengan baik sehingga mampu 
meningkatkan kinerja dari lembaga peradilan. 

9. Kurang optimalnya pemanfaatan media yang dapat menampung kritik 
dan saran dari masyarakat. Dibutuhkan suatu media yang dapat 
menampung aspirasi dari masyarakat agar lembaga peradilan dapat 
mengetahui apa yang dibutuhkan dan menjadi fokus perhatian dari 
masyarakat pencari keadilan. Setelah mengetahui apa yang menjadi 
fokus perhatian dari masyarakat diharapkan lembaga peradilan 
mampu menindaklanjuti apa yang menjadi saran dan kritik dari 
masyarakat tersebut untuk meningkatkan kinerjanya. 
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BAB II – VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI 
 
2.1. VISI 

 
Visi Pengadilan Militer IIII-19 Jayapura adalah sebagai berikut: 

 
“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG DI 

PENGADILAN MILITER IIII-19 JAYAPURA” 
 

Penjelasan :  
a. Badan Peradilan menunjukkan lembaga Mahkamah Agung dan badan 

peradilan di bawahnya; 
b. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, 

kemuliaan, keadilan, kejujuran dan keluhuran; 
c. Pengadilan Militer IIII-19 Jayapura, tentu saja menunjukkan Instansi 

Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung RI; 
 

Melalui visi ini, ingin menjadikan Pengadilan Militer IIII-19 Jayapura 
sebagai lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim 
dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran 
sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memeriksa, 
mengadili dan memutus perkara.  
 

Visi Pengadilan Militer IIII-19 Jayapura merujuk pada Visi 
Mahkamah Agung yang merujuk pula pada TAP MPR No. 7/MPR/2001 
Tentang Visi Indonesia Masa Depan. Untuk memperjelas upaya 
pencapaian visi tersebut, Pengadilan Militer IIII-19 Jayapura  merujuk 
pada misi Mahkamah Agung yang  dijabarkan dalam 4 (empat) pilar misi 
yang diuraikan pada bagian berikutnya. 

 
2.2. MISI 
 

Empat pilar misi yang dimaksud, adalah sebagai berikut: 
a. Menjaga kemandirian badan peradilan di Pengadilan Militer               

IIII-19 Jayapura. 
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari 

keadilan di Pengadilan Militer IIII-19 Jayapura. 
c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan di Pengadilan 

Militer IIII-19 Jayapura. 
d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan di 

Pengadilan Militer IIII-19 Jayapura. 
 
Pengadilan Militer IIII-19 Jayapura percaya dan memiliki 

keyakinan bahwa keempat pilar misi ini, akan membawa pada visi yang 
telah ditetapkan. Menyadari sepenuhnya, bahwa setiap upaya/proses 
mencapai sesuatu, harus disertai dengan bagaimana mengevaluasinya, 
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maka keempat pilar misi ini, kelak akan bisa dievaluasi dengan kerangka 
Area of Court Excellence sesuai dengan kerangka penilaian yang 
diturunkan dari Mahkamah Agung, sebagaimana sudah dibahas di depan.  

 
Penggunaan kerangka ini sekaligus menjaga dan memastikan 

integrasi perencanaan, proses implementasi dan hasil yang ingin dicapai 
dari setiap program/aktivitas yang dikembangkan kemudian.  
 
Bagan 1 : Matriks Misi Vs Kerangka Area Of Court Excellence 
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badan peradilan 

       

Memberikan 

pelayanan hukum 
yang berkeadilan 
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kualitas 
kepemimpinan 
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badan peradilan 

       

 
Melalui matriks di atas ingin dijelaskan bahwa pengukuran 

keberhasilan ada pada kolom hasil, dengan parameter: 
a. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan. 
b. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan. 
c. Kepercayaan publik. 

 
Oleh karena itu setiap pembangunan/pengembangan 

perencanaan sistem, kebijakan serta implementasinya haruslah 
berorientasi/mengacu pada 3 (tiga) hal penting di atas.  

 
2.3. TUJUAN 

 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan 
visi yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan yang ditetapkan Pengadilan 
Militer III-19 Jayapura adalah : 
a. Meningkatkan kualitas sumber daya personel pengadilan. 
b. Meningkatkan kemampuan dan kinerja pengadilan agar lebih efesien 

dan efektif. 
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c. Memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi syarat operasional 
peradilan militer sehingga pelaksanaan tugas dapat maksimal. 

d. Meningkatkan akutanbilitas dan transparansi Peradilan Militer. 
e. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasaannya terpenuhi. 

 
2.4. SASARAN STRATEGIS 

 
Ada beberapa sasaran strategis yang menjadi prioritas dalam 

renstra 2020-2024, yaitu : 
 

a.  Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. 
1).  Persentase sisa perkara pidana kejahatan yang diselesaikan tepat 

waktu.         
2).  Persentase sisa perkara pelanggaran yang diselesaikan tepat 

waktu.         
3)  Persentase perkara pidana kejahatan yang diselesaikan tepat 

waktu. 
4) Persentase perkara pelanggaran yang diselesaikan tepat waktu. 
5). Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 

Banding 
6) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 
7) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK 
8) Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Papera, Oditur, 

Polisi Militer, dan Ankum/Terdakwa dan Penasihat Hukum atas 
permintaan/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. 

b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. 
- Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan 

PK secara lengkap dan tepat waktu. 
c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan 

Terpinggirkan. 
- Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan. 

 
Bagan 2 : Matriks Misi vs Sasaran Strategis vs Kerangka Area Of 

Court Excellence 
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Renstra 2020-2024 Pengadilan Militer III-19 Jayapura  

43 

 

BAB III – ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS, KERANGKA REGULASI 
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 

 
3.1  Arah Kebijakan Strategis dan Nasional 
 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi 
sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian 
target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita 
Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan 
negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle 
income country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas 
sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat 
yang lebih baik. 

 
Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan 

jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat 
Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan 
pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan 
terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan 
keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh 
sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. 

 
Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 

yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan 
utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. 
Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda 
pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, 
Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. 

 
Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan 

Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 tujuan 
(goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta 
indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan. 
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Gambar 1.11 
7 Agenda RPJMN 2020-2024 
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Menyesuaikan dengan fungsi dan kewenangan, Mahkamah 
Agung dari 3 sasaran tersebut hanya bisa melaksanakan beberapa arah 
kebijakan, sebagaimana berikut :  

 
1.  Penegakan Hukum Berkualitas. 

Kondisi yang menunjukkan bahwa, mayoritas masyarakat kehilangan 
kepercayaan terhadap sistem penegakan hukum. Kondisi ini 
disebabkan oleh praktik korupsi yang melibatkan seluruh pihak dalam 
sistem penegakan hukum, yakni polisi, jaksa, dan hakim. Sistem 
hukum dan peradilan dinilai publik masih belum bersih dari praktik 
suap sehingga, lembaga peradilan pun dipandang tidak cukup 
imparsial dalam memutus perkara. Hasil jajak pendapat 
mengindikasikan bahwa masih ada kesenjangan antara harapan 
publik dengan realitas penegakan hukum. Hasil pengumpulan opini 
publik oleh media dan lembaga survei nasional dalam lima tahun 
terakhir, menunjukkan betapa kuatnya ekspresi ketidakpuasan publik 
pada kinerja penegak hukum. Berdasarkan permasalahan tersebut, 
maka pembangunan hukum nasional diarahkan untuk mewujudkan 
penegakan hukum berkualitas melalui arah kebijakan sebagai berikut:  
 
a.  Sistem Peradilan Pidana Terpadu. 

 
Akar masalah yang menyebabkan penegakan hukum pidana 

secara umum, maupun hukum pidana korupsi secara khusus, tidak 
berjalan maksimal adalah tidak adanya keterpaduan antar aparat 
penegak hukum. Ketidakterpaduan itu sendiri sangat kompleks 
meliputi aspek :  
1) substansi yakni, banyaknya pengaturan tetang sistem peradilan 

pidana dalam peraturan perundang-undangan yang menimbulkan 
inkonsistensi pengaturan;  

2) kelembagaan yakni, tidak adanya sinkronisasi antar instansi, 
tumpang tindih, konflik kewenangan, dan munculnya sifat instansi 
sentris;  

3) mekanisme, yang tidak terpusat sehingga mengakibatkan 
terpencarnya data kriminal dan bolak-balik berkas perkara yang 
sangat merugikan tersangka.  

 
Berdasarkan permasalahan tersebut, Indonesia membutuhkan 

kebijakan dalam rangka mengatasi ketidakterpaduan dalam proses 
peradilan pidana melalui strategi penyempurnaan substansi peraturan, 
perbaikan mekanisme koordinasi dalam penanganan perkara, 
dukungan sarana prasarana, optimalisasi biaya operasional 
penegakan hukum, serta optimalisasi pengawasan internal dan 
eksternal. 
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b.  Sistem Peradilan Pidana Anak Berlandaskan Keadilan Restoratif. 
 

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan wujud perpaduan 
sistem penegakan hukum dan penegakan HAM, khususnya hak anak 
yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak. Konsep ini merupakan kebijakan 
penegakan hukum berlandaskan restorative justice secara formal di 
Indonesia untuk pertama kali. Sehingga, kebijakan ini harus 
dilaksanakan dengan optimal di samping untuk melindungi hak anak, 
juga sebagai contoh keberhasilan penggunaan restorative justice 
dalam sistem hukum formal Indonesia sehingga dapat direplikasikan 
untuk tindak pidana lainnya. Sehingga, Indonesia perlu melaksanakan 
strategi-strategi dalam persiapan pelaksanaan Sistem Peradilan 
Pidana Anak melalui strategi peningkatan koordinasi antar 
kementerian/ lembaga; peningkatan kemampuan aparat penegak 
hukum dan stakeholders; penyusunan peraturan pelaksanaan; 
penyediaan sarana dan prasarana; serta pengembangan restorative 
justice.  

 
c.  Reformasi Sistem Hukum Perdata yang Mudah dan Cepat. 
 

Visi pembangunan nasional 2020-2024 yang menekankan untuk  
meningkatkan Indonesia yang maju yang berdaulat, mandiri dan 
berkepribadian gotong royong. Dalam rangka mewujudkan Indonesia 
yang maju tersebut, pembangunan hukum nasional perlu diarahkan 
untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang 
berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan 
ekonomi, terutama dunia usaha dan industri; serta menciptakan 
kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. 
Sehingga, pembangunan hukum, khususnya hukum perdata di bidang 
ekonomi diharapkan dapat menampung dinamika kegiatan ekonomi, 
efisiensi kegiatan, dan daya prediktabilitas. Berdasarkan kondisi 
tersebut, maka Indonesia perlu melaksanakan revisi peraturan 
perundang-undangan di bidang hukum perdata khususnya terkait 
hukum kontrak, pembentukan small claim court, dan peningkatan 
utilisasi lembaga mediasi.  

 
d.  Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat Penegak Hukum  
 

Masih tingginya praktik korupsi yang melibatkan aparat penegak 
hukum, menjadikan sebagian besar masyarakat kehilangan 
kepercayaan terhadap sistem peradilan. Sistem peradilan dinilai publik 
belum bersih dari praktik suap sehingga, lembaga peradilan pun 
dipandang tidak cukup imparsial dalam memutus perkara. Hasil 
pengumpulan opini publik oleh media dan lembaga survei nasional 
dan internasional dalam lima tahun terakhir, menunjukkan betapa 
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kuatnya ketidakpuasan publik pada kinerja aparat penegak hukum. 
Bahkan, rata-rata tiga institusi penegak hukum (Kepolisian, 
Kejaksaan, dan Kehakiman) memiliki citra buruk di mata publik. 
Sehingga, Indonesia perlu mengatasi permasalahan ini melalui 
peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum, promosi dan 
mutasi, rekrutmen, dan pendidikan atau pelatihan aparat penegak 
hukum.  

 
2.  Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
 

Korupsi merupakan permasalahan utama yang mempengaruhi 
daya saing Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan bisnis. 
Padahal, berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di 
Indonesia telah dilakukan oleh Pemerintah namun belum terjadi 
perbaikan signifikan dari tahun ke tahun. Kondisi ini pula yang 
menjadikan sebagian besar masyarakat menilai bahwa, korupsi 
merupakan permasalahan utama yang harus diatasi oleh aparat 
penegak hukum di Indonesia. 

 
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pembangunan 

hukum nasional diarahkan untuk mewujudkan pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif melalui arah 
kebijakan sebagai berikut:  
 
Efektivitas Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi  

 
Indonesia telah mengimplementasikan berbagai ketentuan 

United Nation Covention Againts Corruption (UNCAC) terkait dengan 
kerjasama penyelamatan aset melalui mutual legal assistance 
maupun perlindungan pelaku tindak pidana yang bekerjasama dengan 
lembaga penegak hukum (justice collaborator). Di samping itu, melalui 
Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK), Indonesia 
telah menerapkan rencana aksi pemberantasan korupsi hingga 
rencana aksi di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah 
secara komprehensif. Namun, masih terdapat berbagai permasalahan 
yang menghambat optimalnya pelaksanaan mutual legal assistance, 
perlindungan justice collaborator, maupun pelaksanaan Stranas PPK. 
Permasalahan ini akan diatasi melalui strategi optimalisasi kerjasama 
luar negeri dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi; 
optimalisasi perlindungan justice collaborator; serta penguatan 
koordinasi dan monitoring evaluasi Stranas PPK. 

 
3. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM. 

 
Permasalahan bidang hukum tidak hanya mencakup korupsi dan 

sekelumit komponen hukum yang termuat dalam indikator survei. 
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Tujuan esensial dari sistem hukum, baik dalam kerangka rule of law 
maupun rechtstaat, adalah penegakan dan perlindungan HAM. 
Bahkan, terdapat relevansi antara konsep HAM dengan daya saing 
dalam konteks keberlanjutan sosial. Dengan demikian, terdapat 
korelasi yang signifikan antara sistem hukum, tindak pidana, dan 
HAM. Meski Indonesia telah memiliki capaian yang baik dalam upaya 
penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, namun masih 
sangat banyak permasalahan mulai dari kurangnya komitmen 
pemerintah hingga pelaksanaan kebijakan yang masih terkendala oleh 
kurangnya pemahaman maupun hal teknis lainnya.  

 
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pembangunan 

hukum nasional diarahkan untuk mewujudkan penghormatan, 
perlindungan, dan pemenuhan HAM melalui arah kebijakan sebagai 
berikut:  
a.  Penegakan HAM  

Jumlah pengaduan pelanggaran HAM masih cukup tinggi dan 
belum menunjukkan adanya penurunan signifikan dari tahun ke tahun. 
Pengaduan pelanggaran HAM yang paling banyak diajukan 
khususnya terkait dengan hak memperoleh keadilan dan hak atas 
kesejahteraan. Dengan adanya mekanisme penanganan pengaduan 
HAM melalui mediasi, namun masih sedikit pengaduan HAM yang 
diselesaikan melalui mekanisme mediasi. Oleh karenanya, 
permasalahan ini akan diatasi melalui strategi pelaksanaan, 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan HAM dan optimalisasi 
penanganan pengaduan pelanggaran HAM.  

 
b.  Optimalisasi Bantuan Hukum  

Komitmen Pemerintah dalam memberikan bantuan hukum cuma-
cuma bagi masyarakat miskin melalui Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kebijakan ini merupakan wujud 
jaminan perlindungan negara terhadap masyarakat miskin dan 
marginal. Namun, pada pelaksanaannya, kebijakan bantuan hukum 
bagi masyarakat miskin banyak menimbulkan permasalahan yang 
mengakibatkan kebijakan ini tidak berjalan optimal. Berdasarkan 
kondisi tersebut, permasalahan ini akan diatasi melalui strategi 
sosialisasi mekanisme penyaluran dana bantuan hukum, penguatan 
institusi penyelenggara bantuan hukum, penguatan pemberi bantuan 
hukum, dan pelibatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan 
bantuan hukum.  

 
c.  Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan  

Komitmen Pemerintah mengenai perlindungan hukum terhadap 
perempuan baik dalam konstitusi maupun berbagai konvensi 
internasional yang diratifikasi. Namun, kondisi faktual justru 
menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan semakin 
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meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini utamanya disebabkan oleh 
belum optimalnya peran dan fungsi aparat penegak hukum dalam 
penanganan kekerasan terhadap perempuan. Sehingga, 
permasalahan ini akan diatasi melalui strategi penguatan mekanisme 
koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus 
kekerasan terhadap perempuan, serta penguatan mekanisme tindak 
lanjut penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.  

 
d.  Pendidikan HAM  

Sebagian besar aparat penegak hukum dan penyelenggara 
negara masih belum memiliki pemahaman HAM yang memadai 
sehingga hal ini berdampak pada masih banyaknya kasus 
pelanggaran HAM oleh negara (state actor). Guna meningkatkan 
pemahaman mengenai HAM, maka diperlukan pendidikan HAM bagi 
aparat hukum dan penyelenggara negara. Sehingga, permasalahan ini 
akan diatasi melalui strategi pendidikan HAM aparat penegak hukum 
serta sinkronisasi dan sinergi fungsi penelitian, pengkajian dan 
kerjasama HAM pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil dan 
swasta.  

 
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Satuan Kerja. 

 
Ada beberapa sasaran strategis yang menjadi prioritas Pengadilan 

Militer III-19 Jayapura, yaitu : 
a.  Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. 

1).  Persentase sisa perkara pidana kejahatan yang diselesaikan tepat 
waktu.         

2).  Persentase sisa perkara pelanggaran yang diselesaikan tepat 
waktu.         

3)  Persentase perkara pidana kejahatan yang diselesaikan tepat 
waktu. 

4) Persentase perkara pelanggaran yang diselesaikan tepat waktu. 
5). Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 

Banding 
6) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 
7) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK 
8) Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Papera, Oditur, 

Polisi Militer, dan Ankum/Terdakwa dan Penasihat Hukum atas 
permintaan/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. 

b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. 
- Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan 

PK secara lengkap dan tepat waktu. 
c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan 

Terpinggirkan. 
- Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan. 
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3.3 Kerangka Regulasi. 

 
Dengan lahirnya Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang 

sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan 
bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen 
perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan : “ 
RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program 
Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang 
memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program 
kementrian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan 
lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup 
gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan 
fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka 
pendanaan. “  

 
Seiring dengan diterbitkannya UU nomor 25 tahun 2004 tentang 

sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU No 
17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional 2020-2025 guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan 
nasional hususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya 
suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas.  

 
Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara 

pada RPJM periode ke IV tahun 2020-2024 oleh pemerintah diberi amanat 
untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya 
pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan 
kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan 
Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN 
tahun 2020-2024 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam 
berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta 
profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu 
mendukung pembangunan nasional.  

 
Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang 

dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap 
kementrian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus 
menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna 
pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan 
perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, 
mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran 
Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.  

 
Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana stratejik 

tahun 2020-2024 adalah untuk :  
1.  Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai 

kebutuhan pembangunan. 
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2.  Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian 
prioritas pembangunan. 

3.  Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan 
pembentukan regulasi.  

 
Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara 

dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM 
tahun 2020-2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan 
kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan 
selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah 
kebijakan dan strategi Mahkamah Agung. Demikian juga Pengadilan 
Militer selalu menetapkan rencana strategik dengan mengacu kepada apa 
yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.  
 
3.4 Kerangka Kelembagaan. 

 
Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara 

dengan membawahi 910 satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia 
dalam melaksanan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur 
organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Mahkamah Agung dilaksanakan 
Pimpinan Mahkamah Agung dengan dibantu Sekretariat Mahkamah 
Agung dan Kepaniteraan Mahkamah Agung. 

  
Mengenai tata kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung telah diatur 

dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 
tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, sementara mengenai organisasi 
dan tata kerja Kapaniteraan Mahkamah Agung telah diatur dengan 
Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang 
Oganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI dan dengan 
terbitnya PERMA Nomor 7 Tahun 2015. Dengan terbitnya PERMA Nomor 
7 Tahun 2015, jelas terlihat pemisahan fungsi Kepaniteraan dan 
Kesekretariatan.  

 
Kepaniteraan Peradilan adalah Aparatur Tata Usaha Negara yang 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan. Kepaniteraan Peradilan 
terdiri atas : 
1. Kepaniteraan Peradilan Umum. 
2. Kepaniteraan Peradilan Agama. 
3. Kepaniteraan Peradilan Militer. 
4. Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara. 
 

Kepaniteraan Pengadilan Militer mempunyai tugas melaksanakan 
pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta 
menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. 
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Mengenai tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung telah diatur 
dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 13 tahun 2005 
tentang Sekretariat Mahkamah Agung, sementara mengenai organisasi 
dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung telah diatur dengan 
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 
tentang Oganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. 
Dengan terbitnya PERMA Nomor 7 Tahun 2015, jelas terlihat pemisahan 
fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan.  

 
Kesekretariatan Peradilan adalah Aparatur Tata Usaha Negara 

yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan. Kesekretariatan Peradilan 
terdiri atas : 
1. Kesekretariatan Peradilan Umum. 
2. Kesekretariatan Peradilan Agama. 
3. Kesekretariatan Peradilan Militer. 
4. Kesekretariatan Peradilan Tata Usaha Negara. 

 
Kesekretariatan Pengadilan Militer mempunyai tugas 

melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, 
keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. 

 
Dari ketentuan tersebut diatas dapat dipahami bahwa tugas pokok 

dan fungsi sekretariat Pengadilan Militer pada pokoknya adalah 
melakukan segala upaya dalam rangka mendukung tercapainya arah 
sasaran dan tujuan strategis Pengadilan Militer III-19 Jayapura tahun 
2020-2024. 

 
Dengan memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia 

nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, Keputusan 
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA/018/SK/III/2006 
tentang Oganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI dan 
PERMA Nomor 7 Tahun 2015, Peraturan Presiden Republik Indonesia 
nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan 
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 
tentang Oganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI dan 
PERMA Nomor 7 Tahun 2015, dapat dipahami kerangka kelembagaan 
tersebut dijadikan sebagai kerangka kinerja aparatur Mahkamah Agung 
dan Badan Peradilan dibawahnya dalam mewujudkan visi dan misi serta 
sasaran dan tujuan strategis. 

 
Kerangka kelembagaan yang ditetapkan sebagaimana tersebut 

diatas dipandang cukup efektif dan ideal dalam mewujudkan sasaran dan 
tujuan strategis serta arah pembangunan pemerintah yang tertuang dalam 
RPJMN IV tahun 2020-2024 khususnya yang terkait dengan 
pembangunan hukum nasional yang ditujukan untuk semakin 
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mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai 
aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka 
Menengah RPJMN tahun 2020-2024 adalah Kesadaran dan penegakan 
hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta 
profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu 
mendukung pembangunan nasional. 

 
Dari uraian tersebut diatas dapat dipahami bahwa kerangka 

kelembagaan yang dibangun dalam rangka pelaksanaan dukungan tugas 
teknis dan administrasi yustisial adalah membangun sistem kerja dibidang 
sekretariat yang ideal dengan membangun koordinasi kinerja antar lini, 
melakukan penataan dan pembinaan secara berkala terkait dengan 
peningkatan sumber daya manusia bidang teknis maupun administrasi 
umum, menyiapkan perencaan yang matang sehingga kebutuhan 
anggaran terpenuhi secara proporsional, melakukan penatausahaan 
keuangan dan asset yang memenuhi standar akuntansi, melakukan 
pengawasan aparatur secara komprehensif.  

 
Sekretariat memegang peran sangat vital dalam mewujudkan 

sasaran dan tujuan strategis, kinerja aparatur dibidang teknis dan 
administrasi yustisial tidak akan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada 
dukungan secara berkelanjutan dari Sekretariat, dukungan dimaksud tidak 
hanya terkait dengan penetapan struktur organisasi namun juga terkait 
dengan peningkatan kapabilitas aparatur Peradilan baik dibidang teknis 
maupun administrasi umum melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 
serta penelitian dan pengembangan dibidang hukum melalui kajian-kajian 
naskah hukum, penyiapan perencanaan yang akurat dan terukur, 
penataan keuangan dan asset yang transparan dan akuntabel, pembinaan 
dan pengawasan kinerja aparatur yang terstruktur dan berkelanjutan. 
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BAB IV – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
 
4.1.  TARGET KINERJA 

 
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas 

keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, 
sasaran dan indikator kinerja utama atau dalam hal ini target kinerja yang 
akan dicapai dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

No

. 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Targe

t 

1.   Terwujudnya Proses 

Peradilan yang Pasti, 

Transparan, dan Akuntabel 

Persentase Sisa Perkara Pidana 

Militer yang Diselesaikan 

100 

2.    Persentase Sisa Perkara 

Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang 

Diselesaikan 

100 

3.    Persentase Perkara Pidana Militer 

yang Diselesaikan Tepat Waktu 

90 

4.    Persentase Perkara Pelanggaran 

Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan 

Tepat Waktu 

100 

5.    Persentase Perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum Banding 

80 

6.    Persentase Perkara Yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 

80 

7.    Persentase perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum 

Peninjauan Kembali 

80 
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8.    Persentase Salinan Putusan Perkara 

Pidana Militer yang Dikirim ke 

Oditur militer dan terdakwa tepat 

waktu 

80 

9.   Peningkatan Efektivitas 

Pengelolaan Penyelesaian 

Perkara 

Persentase Berkas Perkara yang 

Dimohonkan Banding, Kasasi, dan 

PK yang Diajukan Secara Lengkap 

dan Tepat Waktu 

90 

10.   Meningkatnya Akses 

Peradilan bagi Masyarakat 

Miskin dan Terpinggirkan 

Persentase Perkara yang 

Diselesaikan di Luar Gedung 

Pengadilan 

80 

 
4.2.  KERANGKA PENDANAAN 
 

Kesembilan sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi 
Pengadilan Militer III-19 Jayapura untuk mewujudkan visi dan misi yang 
telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang 
akan dilaksanakan sebagai berikut : 
  

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer. 
 

 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer merupakan 
program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian 
perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas pencari keadilan 
terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan 
Militer III-19 Jayapura dalam pelaksanaan Program Peningkatan 
Manajemen Peradilan Militer adalah  :  
a.  Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama. 
b.  Penyelesaian Perkara Perbedaan Pendapat.  
c.  Penelitian berkas perkara disampaikan secara lengkap dan tepat 

waktu. 
d.  Register pembuatan Tapkim, Tapsid dan pendistribusian berkas 

perkara ke Majelis yang tepat waktu. 
e.  Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan 

perkara.  
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2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis  
 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis pada 
Pengadilan Militer III-19 Jayapura dibuat untuk mencapai sasaran 
strategis. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini 
adalah : 
a. Pengusulan anggaran untuk pengembangan lebih lanjut 

media/sarana informasi dalam hal ini pengembangan informasi 
berbasis internet misalkan penganggaran untuk media ATR (Audio 
to Text Recording).    

b. Pengusulan formasi untuk penerimaan pegawai sesuai dengan 
spesifikasi/kompetensi yang dibutuhkan oleh instansi, terutama 
dalam hal ini adalah kompetensi di bidang Informasi Teknologi (IT) 
minimal dengan kualifikasi A.Md. Manajemen Informatika/Teknik 
Informatika atau Sarjana Manajemen Informatika/Teknik 
Informatika, kualifikasi Sarjana Akuntansi, dan Sarjana Ekonomi 
Manajemen. 

c. Pengusulan anggaran/formasi untuk kebutuhan Diklat Teknis 
Administrasi Peradilan bagi pegawai yang memenuhi standar 
kompetensi dibidang Hukum guna meningkatkan kemampuan dan 
keahlian dalam hal menyelesaikan administrasi peradilan. 

d. Pengusulan anggaran/formasi untuk kebutuhan Diklat atau 
Pelatihan Teknis Lainnya dalam hal administrasi kepegawaian 
(Diklat Analis Kepegawaian), administrasi kepustakaan (Diklat 
Pustakawan) dan administasi inventarisasi perkantoran 
(Arsiparis), serta Diklat Teknis Teknologi Informasi guna 
mendukung tupoksi dibidang Teknologi Informasi.   

e. Pengusulan formasi tenaga honor guna mendukung pelaksanaan 
tugas-tugas yang masih dikerjakan secara rangkap oleh personil 
organik.   

f. Pengusulan anggaran/formasi untuk kebutuhan Diklat PIM bagi 
para pegawai yang memenuhi standar kelayakan dalam rangka 
promosi jabatan untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada. 

g.  Pengusulan anggaran/formasi untuk kebutuhan Pendidikan 
Spesialisasi Militer bagi personil militer. 

h. Usulan peningkatan jumlah anggaran untuk biaya pengiriman pos, 
mengingat cakupan wilayah Pengadilan Militer yang luas, dimana 
Terdakwa dan Satuan kebanyakan berasal dari luar Jayapura. 

i. Usulan peningkatan jumlah anggaran biaya perjalanan dinas 
untuk melaksanakan sidang keliling mengingat wilayah hukum 
Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang sangat luas yang 
mencakup Wilayah Papua dan Papua Barat yang transportasinya 
hanya dapat dilalui melalui udara.  
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3.  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 
 
 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur Pengadilan 

Militer III-19 Jayapura bertujuan untuk mencapai sasaran strategis 
dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok yang 
dilaksanakan dalam program ini adalah : 
a. Usulan kelengkapan personil pengawalan sidang/provost, serta 

usulan honor bagi pengawal sidang/provost apabila diluar dari 
layanan jam kantor.  

b.  Usulan penambahan layanan pemeliharaan IT dan penambahan 
alokasi anggaran untuk penambahan perangkat IT seperti akses 
poin dan UPS untuk server minimal 2000 va, dikarenakan UPS 
yang sudah rusak, dan kebutuhan akses point untuk memperkuat 
sinyal internet.  

c.  Usulan pembangunan gedung kantor baru karena sampai saat ini 
Pengadilan Militer III-19 Jayapura belum memiliki gedung kantor 
sendiri.  

d. Usulan pembangunan rumah dinas Pengadilan Militer III-19 
Jayapura. 

e. Usulan Sarana dan Prasarana Olahraga. 
f.  Usulan penambahan kendaraan dinas baik roda empat maupun 

roda dua. 
g.  Usulan pengadaan mebeulair (sofa untuk ruang lobby), dan filing 

cabinet untuk pengarsipan berkas.  
h.  Usulan biaya operasional perpindahan dari kantor lama ke kantor 

baru.  
i.  Usulan pengadaan laptop untuk operasional administrasi perkara 

dan administrasi manajemen lengkap dengan printer, ups dan 
stavolt, dan alat scan, camera dokumentasi kegiatan persidangan, 
dukungan peralatan ATR, dukungan CCTV yang saat ini sudah 
rusak.  

j. Usulan pengadaan laptop untuk Hakim dalam rangka percepatan 
penyelesaian putusan lengkap dengan printer, ups dan stavolt. 

k. Usulan pembuatan ruang server tersendiri lengkap dengan 
fasilitasnya seperti stavolt, ups dan AC 2 unit                      
masing-masing 1 PK, dikarenakan server yang dijalankan 24 jam 
nonstop.  
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BAB V – PENUTUP 

 
Rencana strategis Pengadilan Militer IIII-19 Jayapura tahun              

2020-2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah 
Agung Republik Indonesia. Selain itu penyusunan rencana strategis ini 
diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang 
berkembang di Indonesia. Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Militer 
IIII-19 Jayapura tahun 2020-2024 ini yang akan digunakan sebagai acuan 
dalam penyusunan proram/kegiatan Pengadilan Militer IIII-19 Jayapura. 

 
Reformasi politik di Indonesia telah menghadirkan proses penataan 

pembangunan hukum yang signifikan dalam 10 tahun terakhir ini. 
Perubahan mendasar naskah konstitusi yang diiringi dengan penataan 
materi dan struktur hukum masih terus berproses untuk memastikan 
perbaikan demi perbaikan terus berlangsung di setiap institusi negara. 
Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat seiring dengan  berkembang 
pesatnya teknologi informasi, semakin memantapkan tekad setiap 
lembaga negara untuk melakukan perencanaan pembangunan dengan 
menatap tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang.  

 
Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) sebagai badan 

tertinggi di bidang Yudikatif (peradilan) yang diberi kepercayaan sebagai 
pemegang kekuasaan Kehakiman tertinggi di Negara ini juga ikut 
berpartisipasi aktif dalam melakukan proses pembaharuan tersebut. Untuk 
itu, kebijakan penyatuan atap di Mahkamah Agung (MA) yang telah 
dilakukan sebelumnya perlu dilanjutkan dan lebih dimantapkan. 
Pengadilan Militer IIII-19 Jayapura sebaga badan peradilan yang berada 
dibawah Mahkamah Agung akan mendukung upaya Mahakamah Agung 
dalam mewujudkan Visi Misi Mahkamah Agung.  

 
Untuk lebih memantapkan kebijakan satu atap yang berada 

dibawah Mahkamah Agung, Pengadilan Militer IIII-19 Jayapura telah 
melakukan Redefinisi visi, misi dan strateginya. Pengadilan Militer IIII-19 
Jayapura di tahun 2020-2024 akan tetap melanjutkan program reformasi 
birokrasi sesuai yang diamanahkan Mahkamah Agung.  

 
Di bidang pengelolaan perkara, Pengadilan Militer IIII-19 Jayapura 

akan melakukan percepatan penyelesaian perkara melalui program 
modernisasi pengelolaan perkara sebagai salah satu langkah untuk 
menuju modernisasi peradilan.  

 
Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Pengadilan 

Militer IIII-19 Jayapura pada periode 2020-2024 dituangkan dalam 
dokumen ini dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan 
dalam Rencana Strategis Pengadilan Militer IIII-19 Jayapura untuk periode 
2020-2024. Penjabaran mengenai kegiatan, outcome, indikator, dan 
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target-target serta pendanaan yang dibutuhkan untuk 5 (lima) tahun 
mendatang dapat dilihat dalam Matriks Target Kinerja (Terlampir).  
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SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA 

NOMOR : W3.MIL.08/SK/30.A/12/2019 
 

TENTANG 
 

PENETAPAN SATGAS SAKIP PADA PENGADILAN MILITER III-19 
JAYAPURA 

 
KEPALA PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA 

 

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah 
(Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah, maka perlu menetapkan Satgas SAKIP (Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), dan 

  2. 
 

Bahwa para Pejabat yang tersebut dalam Surat Keputusan ini 
dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Satgas 
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). 

Mengingat : 1. 
 
2. 
 
 
3. 
 
4. 
 
 
 
5. 
 

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 
Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 
Permenpan dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Evaluasi atas Implementasi SAKIP. 
Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 
19/SEK/SK/I/2018 tentang Penetapan Satgas SAKIP pada 
Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan di 
bawah Mahkamah Agung, dan  
Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1604/SEK/ 
OT.01.2/11/2019  tentang Penyampaian Dokumen SAKIP. 

Memperhatikan  :  Hasil Rapat Perwira dan Pejabat Struktural tanggal 29 
November 2019 tentang Penetapan Satgas SAKIP di Pengadilan 
Militer III-19 Jayapura. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan             
: 

  

Pertama : Menunjuk Satgas SAKIP pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura. 
Kedua : Satgas SAKIP mempunyai tugas :  

1. Menyusun Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama. 
2. Menyusun Dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019 

dan Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. 
3. Menyusun Dokumen Reviu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 
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Tahun 2019, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2020 dan 
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021. 

4. Menyusun Dokumen Reviu Perjanjian Kinerja Tahunan (RKT) 
Tahun 2019 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan (RKT) 
2020. 

5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2020. 
6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019. 

 

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan 

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana 

mestinya.  

 
  Ditetapkan di  : Jayapura, 

Pada tanggal : 02 Desember 2019 
Kepala Pengadilan Militer III-19 

 
 
 
 

Sugiarto, SH 
Kolonel Chk NRP 548431 

 

 

Tembusan : 
1. Sekretaris MA RI 
2. Dirjen Badilmiltun MA RI 
3. Kadilmiltama 
4. Kadilmilti III Surabaya 
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LAMPIRAN  : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-19 
JAYAPURA 

NOMOR : W3.MIL.08/SK/30.A/12/2019 
TANGGAL : 02 DESEMBER 2019 
 
 
 
Tim Satgas SAKIP Pengadilan Militer III-19 Jayapura. 

 
Ketua  :  Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura. 
Wakil Ketua :  Sekretaris Pengadilan Militer III-19 Jayapura. 
 
 

 Ditetapkan di    : Jayapura, 
 Pada tanggal     : 02 Desember 2019 
Kepala Pengadilan Militer III-19 

 
 
 
 

Sugiarto, SH 
Kolonel Chk NRP 548431 

 
 



MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 

 
Instansi : Pengadilan Militer III - 19 Jayapura 

Visi : Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung di Pengadilan Militer III - 19 Jayapura 

Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan di Pengadilan Militer III - 19 Jayapura 
  2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan di Pengadilan Militer III - 19 Jayapura 
  3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan di Pengadilan Militer III - 19 Jayapura 
  4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan di Pengadilan Militer III - 19 Jayapura 

 
No Tujuan Target 

jangka 
Menengah 
(5 Tahun) 

Sasaran Strategis Target 

 Uraian Indikator Kinerja % Uraian Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 

1.  Peningkatan Manajemen 
Peradilan Militer 

Penyelesaian Administrasi 
Perkara Peradilan Militer 

100 Terwujudnya Proses 
Peradilan yang Pasti, 
Transparan, dan 
Akuntabel 

Persentase Sisa Perkara 
Pidana Militer yang 
Diselesaikan 

100 100 100 100 100 

2.    100  Persentase Sisa Perkara 
Pelanggaran Lalu Lintas 
Militer yang Diselesaikan 

100 100 100 100 100 

3.    90  Persentase Perkara 
Pidana Militer yang 
Diselesaikan Tepat Waktu 

90 90 90 90 90 

4.    100  Persentase Perkara 
Pelanggaran Lalu Lintas 
Militer yang Diselesaikan 
Tepat Waktu 

100 100 100 100 100 

5.    80  Persentase Perkara yang 
Tidak Mengajukan Upaya 
Hukum Banding 

80 80 80 80 80 

6.    80  Persentase Perkara Yang 
Tidak Mengajukan Upaya 
Hukum Kasasi 

80 80 80 80 80 

7.    80  Persentase perkara yang 
Tidak Mengajukan Upaya 

80 80 80 80 80 
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Hukum Peninjauan 
Kembali 

8.    80  Persentase Salinan 
Putusan Perkara Pidana 
Militer yang Dikirim ke 
Oditur militer dan 
terdakwa tepat waktu 

80 80 80 80 80 

9.    90 Peningkatan 
Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara 

Persentase Berkas 
Perkara yang 
Dimohonkan Banding, 
Kasasi, dan PK yang 
Diajukan Secara Lengkap 
dan Tepat Waktu 

90 90 90 90 90 

10.    80 Meningkatnya Akses 
Peradilan bagi 
Masyarakat Miskin 
dan Terpinggirkan 

Persentase Perkara yang 
Diselesaikan di Luar 
Gedung Pengadilan 

80 80 80 80 80 

 

 

Ditetapkan di : Jayapura 
Pada tanggal  : 06 Januari 2020 

Kepala Pengadilan Militer III-19 
 
 
 
 

Sugiarto, SH. 
Kolonel Chk NRP. 548431 

 


